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 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL 

NO. 001.SPHPL.019-IDN.06.13 ATAS NAMA  PT SUMALINDO LESTARI JAYA IV 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 
d. Telepon 

Email 
: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  
e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 
: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 
Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

Rev. L 01/04/2017 
g. Tim Audit : 1. Ir Imanwan (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat); 

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor Produksi); 
3. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor Ekologi); 
4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor Sosial); dan 
5. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil 
Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 
2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Lestari Jaya IV 
b. Alamat Kantor  : Jl Dr Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir, Samarinda 
c. S-PHPL Awal : No. 001.SPHPL.019-IDN.06.13  
d. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam 
e. SK IUPHHK-HA : No. 582/Menhut-II/2009 Tanggal 2 Oktober 2009 
f. Luas Areal IUPHHK-HA : 63.550 Hektar 
g. Lokasi : Kabupaten Berau  Provinsi Kalimantan Timur  
h. Email : uun.rj@sljglobal.com  
i. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Wijiasih Cahyasari 

- Komisaris : Trenggorno Purwosuprodjo 
- Komisari : Kadaryanto 
- Komisaris : Husni Heron 
- Komisaris : Amiruddin Arris 
- Presiden Direktur : Amir Sunarko 
- Wakil Presiden Direktur : David 
- Direktur : Rudi Gunawan 

j. Management 
Representatif 

: Ir Uun Roudhotul Jannah 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

23 April 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP. 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Perjalanan Kedatangan 23 April 2018 Samarinda – Balikpapan – Tanjung Redeb 

Konsultasi Publik Kampung Long 

Pay/Punan 

Mahakam, Kec. 

Segah, Kab. Berau 

24 April 2018 

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 
April 2018 bertempat di Kampung Long 
Pay/Punan Mahakam Kec. Segah, Berau 
Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar 
Hadir. 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Kantor Site Camp 

Gunung Sari  

24 April 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Areal Kerja PT. 
Sumalindo Lestari 

Jaya IV  

25 - 27 April 2018 

Melakukan pengumpulan data melalui 
tinjauan dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 
(lima) tahun terakhir serta menganalisa 
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 
Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan Kantor Site Camp 

Gunung Sari   

28 April 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 
temuan ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian 
diterbitkan LKS. 
 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Perjalanan Kepulangan 29 April 2018 Camp Gunung Sari  - Tanjung Redeb – 

Balikpapan - Samarinda 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

30 April 2018 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasi 

PEPHP. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 
Pengambilan Keputusan 

Resertifikasi  

Samarinda, 

19 Mei 2018 

a. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV 
dinilai LULUS audit Resertifikasi PHPL 
dengan predikat BAIK sesuai Lampiran 
1.1. dan 2.1. Peraturan Direktur Jenderal 
PHPL  No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

b. S-PHPL PT Sumalindo Lestari Jaya IV 
dapat diterbitkan kembali dengan masa 
berlaku selama 5 (lima) tahun. 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  RESERTIFIKASI 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1. : Kepastian Kawasan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Pada Hutan Alam 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal dan 

administrasi tata batas (PP,  SK 

IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 

TBT) 

CD (1) Baik    (3) Berdasarkan hasil verifikasi ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas IUPHHK-HA PT. Sumalindo 

Lestari Jaya IV adalah sebagai berikut: 

A. Dokumen Legalitas perusahaan meliputi : 

 Akte pendirian perusahaan oleh Notaris Ny. 

Rukmasanti Hardjasatya, SH No, 10 tanggal 27 

Januari 1980  

 Akte perubahan terakhir, Akta Notaris Rismalena Kasri, 

SH Nomor: 9 tanggal 07 Juli 2015  

 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam 

Negeri yang semula bernama Sumalindo Lestari Jaya 

Tbk. Menjadi PT. SLJ Global Tbk.  

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.001.872.9-

722.001  

 Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau 

Terdaftar (PKAPT)  

 Keputusan Menhut No. 582/Menhut-II/2009 tanggal 2 

Oktober 2009 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT. 

Sumalindo Lestari Jaya IV  

 AMDAL PT. Sumalindo Lestari Jaya IV (d/h. PT. 

Madyakara Pacific Raya) disetujui oleh Komisi Pusat 

AMDAL Dephut No. 105/DJ-VI/PA/92 tanggal 9 januari 

1992. 

 Dokumen RKL dan RPL PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 

(d/h. PT. Madyakara Pacific Raya) di Kabupaten 

Berau, Provinsi Kalimantan Timur disetujui oleh Komisi 

Pusat AMDAL Dephut No. 85/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 

11 Agustus1994 

B. Dokumen Administrasi Tata Batas, meliputi : 

 Rencana Penataan batas Nomor : 72/KUH-2/IUPHHK-

HA/2014 tanggal 15 September 2014  

 Intruksi Kerja Pelaksanaan Batas Areal Kerja Nomor : 

23/ITK/BPKH IV-2/2015, tanggal 26 Mei 2015. 

 Laporan TBT Nomor: 05/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016 

 Laporan TBT Nomor: 33/BPKH  IV-2/2016 Tahun 2016 

 Laporan TBT Nomor: 40/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016 

 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemetaan Batas Areal 

Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

tanggal 24 April 2015. 
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Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas 

lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata 

batas yang telah dilakukan. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D (2) Sedang 

(2) 

1. Realisasi tata batas tata batas sepanjang 132,777,17 

Km dari total batas areal kerja sepanjang 183,916,32 

km (72,19 %). 

2. Terdapat bukti legitimasi tata batas berupa :  

 Berita Acara Pelaksanaan Rekonstruksi Sebagian 

Batas kawasan hutan produksi Terbatas Sungai 

Segah dengan Kelompok Hutan Lindung Kong 

Kemul;  

 Berita Acara tentang Pelaksanaan Penataan Batas 

Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT 

Inhutani I (Unit Labanan) tanggal 24 Oktober 2015;  

 Berita Acara Pelaksanaan tata batas definitif 

Kawasan HPT Sungai Segah di wilayah Kecamatan 

Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

tanggal 11 September 2015  

3. Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas 

temu gelang :  

 Surat Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 

131/SLJ/DIR/RG/JKT/2013 tanggal 19 November 

2013 kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan 

dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirjen Planologi 

Kehutanan perihal usulan trayek batas dan pedoman 

tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV. 

 Surat dari Dirjen Planologi Kehutanan No. 

UN.251/Kuh-2/2013 tanggal 09 Desember 2013 

perihal Undangan Rapat pembahasan pedoman tata 

batas areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari 

Jaya IV,  

 Notulen rapat pembahasan penataan batas areal 

IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Batas 

Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Inhutani I Unit 

Labanan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 

Timur., tanggal 13 Desember 2013. 

 Pembayaran sejumlah Rp. 741.910.000,- untuk biaya 

pelaksanaan tata batas di lapangan kepada BPKH 

Wilayah IV Samarinda pada Tahun 2015. 

 Rencana Penataan Batas Nomor : 74/KUH-

2/IUPHHK-HA/2014  

 Laporan TBT Nomor: 05/BPKH IV-2/2016 Tahun 

2016 

 Laporan TBT Nomor: 40/BPKH IV-2/2016 Tahun 

2016 

 Laporan TBT Nomor: 33/BPKH  IV-2/2016 Tahun 

2016 
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Terdapat bukti upaya untuk merelalisasikan tata batas 

temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya 

dan administrasi minimal pada proses penyusunan 

pedoman tata batas. 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD (1) Baik  

(3) 

Terdapat bukti pengakuan para pihak berupa Berita 

Acara tentang Pelaksanaan Penataan Batas Persekutuan 

Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 

dan batas persekutuan dengan PT. Inhutani I Unit 

Labanan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

tanggal 24 Oktober 2015 yang terdapat dalam Laporan 

TBT Nomor: 33/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016.Berita Acara 

tersebut ditandatangani oleh para pihak yaitu : Dinas 

Kehutanan Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Kabupaten 

Berau, BPKH Wilayah IV Samarinda, Wakil Kecamatan 

Segah, Wakil Desa Long Ayap, Wakil PT. SLJ IV, dan 

Wakil PT. Inhutani I Unit Labanan 

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, terdapat 

persetujuan terhadap keberadaan dan kegiatan 

operasional PT. Sumalindo Lestari Jaya IV berupa 

kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat 

kampung yang wilayah adatnya berada di dalam areal 

kerja perusahaan yaitu : 

 Nota Kesepahaman antara PT. Sumalindo Lestari Jaya 

Tbk dan The Nature Conservancy Masyarakat serta 

Masyarakat Lima Kampung (Long Ayan, Long Ayap, 

Long Laai, Punan Mahkam, Punan Segah) Kecamatan 

Segah Mengenai Kemitraan Pengembangan Model 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Melalui 

Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di 

Kecamatan Segah Kabupaten Berau.  

 Berita Acara Kesepakatan Kenaikan Fee Nomor : 

004/SLSJ-GNS/II/2015 tanggal 21 Pebruari 2015 

antara BP Hulu Segah dengan PT. Sumalindo Lestari 

Jaya IV 

 Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Lgpond 

Km.0, Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah 

Kabupaten Berau tanggal 20 Maret 2017 

 Surat Kesepakatan antara PT. Sumalindo Lestari Jaya 

IV dengan Masyarakat Kampung Tepian Buah tanggal 

16 Juni 2015 

 Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Badan Jalan Lokasi 

Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten 

Berau antara PT. Sumalindo Lestari Jaya IV dengan 

Masyarakat Kampung Gunung Sari tanggal 20 Maret 

2017 

Hasil wawancara dengan Kepala Kampung, Ketua Adat, 

Ketua BPK Long Pay Kecamatan Segah diperoleh 

kesimpulan bahwa masyarakat mendukung keberadaan 

perusahaan sepanjang dapat bekerja sama dengan 

masyarakat dan menepati perjanjian yang sudah dibuat. 
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Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. (Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadi Not Aplicable) 

CD (1) NA Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.582/Menhut-

II/2009 tentang Perpanjangan izin usaha pemanfaatan 

hasil hutan kayu dalam hutan alam PT. Sumalindo Lestari 

Jaya IV atas areal hutan produksi seluas ±    63.550 Ha 

di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta Kawasan Hutan 

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara 

skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri 

Kehutanan nomor SK.718/Menhut-II2014 tanggal 29 

Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja 

PT. Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat perubahan 

fungsi kawasan, seluruhnya masih sama dengan SK. 

IUPHHK yaitu seluruhnya termasuk dalam fungsi Hutan 

Produksi Terbatas (HPT). 

Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, dengan 

demikian verifier ini menjadi Not Aplicable (NA). 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan  

(Apabila tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor 

Kehutanan maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable). 

CD (1) NA Berdasarkan verifikasi dan telaah dokumen serta 

wawancara dengan pihak manajemen PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV diketahui bahwa di dalam areal kerja 

IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat 

ijin penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. 

Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor 

kehutanan, sehinggaverifier ini Not Aplicable (NA). 

Kesimpulan Indikator 1.1. 10 /12 x 100% = 83,33% (Baik) 

 
2. Indikator 1.2. : Komitmen Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.2.1.  

Keberadaan Dokumen Visi, 

Misi dan Tujuan Perusahaan 

Yang Sesuai Dengan PHL 

D (2) Baik  

(3) 

1. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah memiliki Visi dan 

Misi (perubahan), dan telah disahkan oleh Presiden 

Direktur (Amir Sunarko) pada tanggal 2 Januari 2018. 

2. Hasil telaah visi dan misi diperoleh kesimpulan bahwa visi 

dan misi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah sesuai 

dengan kerangka PHPL. 

Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan 

kerangka PHL. 

1.2.2.   

Sosialisasi Visi, Misi dan 

Tujuan Perusahaan 

D (2) Sedang 

(2) 

1. PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah mensosialisasikan visi 

dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat 

sekitar areal kerja, terdapat bukti berupa : 

 Berita Acara Kegiatan sosialisasi visi, misi dan 

kebijakan perusahaan kepada karyawan No.105/SLJ-

SMD/IV/2013 tanggal 24 April 2013 

 Berita Acara Kegiatan sosialisasi visi, misi dan 

kebijakan perusahaan kepada karyawan No.04/SLJ-

SMD/LD/II/2015  tanggal 3 Pebruari 2015 

 Berita Acara Sosialisasi PRA RKT 2017 kepada 

masyarakat No.007/SLJ-IV/GNS/XII/2016 tanggal 20 
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Desember 2016, dengan materi : (Pra RKT 2017, 

Kawasan lindung, Visi dan misi perusahaan, Bahaya 

kebakaran lahan dan hutan, Pembayaran kompensasi 

(fee) kayu/m3 kepada masyarakat, Bantuan seng 

untuk masyarakat di 4 Kampung  

 Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi dan 

Kebijakan Perusahaan kepada Karyawan PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 1 Pebruari 2017 

2. Sosialisasi Visi dan Misi perusahaan juga dilakukan 

dengan cara : Pemasangan spanduk, leaflet dan piagam 

visi misi dan kebijakan perusahaan di ruang meeting 

kantor Base Camp Site Gunung Sari KM 35. 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan Sosialisasi visi 

misi kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, 

namun belum secara rutin dilakukan setiap tahun, serta 

terdapat bukti pelaksanaan berupa Berita Acara. 

1.2.3.   

Kesesuaian Visi dan Misi 

Dengan Implementasi PHL 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Verifikasi dokumen dan Verifikasi lapang, PT 

SumalindoLestari Jaya IVtelah berupaya melakukan 

implementasi visi misi yang telah ditetapkan melalui 

implementasi fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi 

sosial sebagai berikut : 

1. Implementasi Kelola Produksi : 

Terdapat bukti  implementasi kelola produksi sebagai 

berikut: 

a. Telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 

(RKUPHHK-HA) periode tahun 2013-2022, dan revisi 

RKUPHHK-HA periode 2013-2022  

b. Telah memiliki RKTUPHHK-HA Tahun 2013 s/d 2017, 

disahkan oleh Dirut PT. SLJ Global Tbk (Self Approval), 

dan dilengkapi lampiran Peta RKT Skala 1:50.000. 

c. Telah melakukan kegiatan penebangan sesuai dengan 

Blok RKT yang telah disahkan oleh Dirut PT. SLJ Global 

Tbk. Realisasi penebangan selama 5 (lima) tahun terakhir 

(2013-2017) sebesar 173.600,37 m3 dari rencana  

211.935,93 m3 (82,01%). 

d. Telah melakukan kegiatan Fisik Pembinaan hutan system 

TPTI sesuai dengan RKT yang telah disahkan oleh Dirut 

PT. SLJ Global Tbk. Realisasi pembinaan hutan selama 5 

(lima) tahun terakhir (2013-2017) rata-rata sebesar 

93,32%. 

e. Berdasarkan hasil verifikasi dari Auditor produksi terdapat 

implementasi kelola produksi yang belum optimal, antara 

lain: 

- Penataan blok dan petak RKT belum seluruhnya sesuai 

dengan blok/petak RKU 

- Hanya sebagian batas blok/petak RKT yang terlihat 

jelas di lapangan. 

- Penyampaian Laporan hasil PUP belum seluruhnya 
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dilaporkan ke Litbang 

- Realisasi alokasi dana kelola hutan kurang 

proporsional 

2. Implementasi Kelola Lingkungan: 

Terdapat bukti implementasi kelola lingkungan sebagai 

berikut: 

a. Memiliki dokumen AMDAL (d/h. PT. Madyakara Pacific 

Raya) disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 

105/DJ-VI/PA/92 tanggal 9 januari 1992. 

b. Mamiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

Hidup (RPL) PT SumalindoLestari Jaya IV (d/h. PT. 

Madyakara Pacific Raya) di Kabupaten Berau, Provinsi 

Kalimantan Timur dan telah mendapat  persetujuan 

Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 85/DJ-VI/AMDAL/94 

tanggal 11 Agustus1994. 

c. Telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 11.543 

Ha, yang terdiri dari Buffer zone HL, Zona Konservasi, 

Sempadan Sungai, KPSL dan KPPN. 

d. Melaksanakan RKL dan RPL setiap tahun yang 

pelaksanaannya tercantum dalam Laporan Pelaksanaan 

RKL dan RPL Triwulan I s/d Triwulan IV, dan dilaporkan 

kepada kepada Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Timur. 

e. Berdasarkan hasil verifikasi dari Auditor Ekologi terdapat 

implementasi kelola lingkungan yang belum optimal, 

antara lain : 

- Penandaan batas kawasan lindung mencapai30,45km 

dari rencana30,45km (100%) untuk tahun 2012-2017. 

- Sarpras perlindungan belum mencapai sesuai 

ketentuan 

- Konsrvasi tanah dan air belum optimal dilaksanakan di 

lapangan 

- Pemantauan evaluasi flora fauna harus dilanjutkan 

3. Implementasi Kelola Sosial : 

a. Telah melakukan kegiatan kelola sosial secara rutin 

setiap tahun pada 4 (empat) Desa/Kampung Binaan yaitu 

: Kampung Punan Mahkam/ Long Pay, Punan Segah/ 

Long Oking, Long Laai, Long Ayap. Bentuk kelola sosial 

antara lain: Pertanian Menetap, Peningkatan Ekonomi, 

Sosial Budaya, dan Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Lingkungan 

b. Realisasi pelaksanaan PMDH selama 5 tahun terakhir 

(2013-2017) sebesar Rp 1.363.340.000,- dari rencana 

sebesar Rp 1.202.600.00,- (113%). 

c. Berdasarkan hasil verifikasi dari Auditor Sosial terdapat 

implementasi kelola Sosial yang belum optimal, antara 

lain :  

- Penataan batas partisipatif dengan ladang 

masyarakat belum optimal 
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- Sosialisasi program kelola sosial belum optimal 

- Pemetaan potensi dan resolusi konflik belum dibuat 

seuai Perdirjen PHPL No. P.5 tahun 2016 

- Hubungan industrial belum seluruhnya 

diimplementasikan 

- Jenjang karier belum diterapkan seluruhnya 

- Tunjangan kesejahteraan karyawan hanya sebagian 

dipenuhi 

Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi 

dan misi PHL 

Kesimpulan Indikator 1.2. 14/18 =77,78% (Sedang) 

 

3. Indikator 1.3. : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada 

Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, 

Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.3.1. 

Keberadaan Tenaga Profesional 

Bidang Kehutanan di Lapangan 

Pada Setiap Bidang Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Sesuai 

Ketentuan Yang Berlaku 

CD (1) Baik  

(3) 

PT SLJ IV termasuk pada areal IUPHHK-HA dengan luas 

50.000 s/d <100.000 Ha, sehingga sesuai Perdirjen PHPL 

No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola 

Hutan untuk memiliki dan/atau mempekerjakan Tenaga 

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari harus memiliki 

minimal GANISPHPL sebanyak 18 orang dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. GANISPHPL-KURPET  : 1 orang :  1 orang 

2. GANISPHPL-CANHUT : 4 orang 

3. GANISPHPL-NENHUT : 3 orang 3 orang 

4. GANISPHPL-BINHUT  : 5 orang :  5 orang 

5. GANISPHPL-PKB-R     : 5 orang :  5 orang 

Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan 

bulan Maret 2018 atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang ditujukan kepada Kepala Dinas kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur, diketahui penggunaan tenaga 

teknis kehutanan sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut. 

No 
Kualifikasi 

GANISPHPL 

Jumlah Minimal 

GANISPHPL 

(orang) 

Ketersediaan 

GANISPHPL 

(orang) 

% 

1.   KURPET 1 1 100 

2.   CANHUT 4 4 100 

3.   NENHUT 3 3 100 

4.   BINHUT 5 4 80 

5.   PKB-R 5 8 160 

 Jumlah 18 20 111 % 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Berdasarkan tabel di atas, keberadaan GANISPHPL di PT 

SLJ IV adalah sebagai berikut : 

1. Ketersediaan GANISPHPL 20 (dua puluh) orang dari 

ketentuan minimal 18 (delapan belas) orang atau 

111%. 

2. Ketersediaan GANISPHPL-KURPET, CANHUT, 

NENHUT, PKB-R sudah memenuhi ketentuan minimal 

3. Terdapat kekurangan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 

1 (satu) orang  

4. Terdapat kelebihan GANISPHPL-PKB-R sebanyak 3 

(tiga) orang 

Keberadaan GANISPHPL secara keseluruhan mencapai 

111%, dan khususnya untuk jumlah GANISPHPL-BINHUT 

mencapai 80% dari ketentuan yang berlaku, sehingga 

sudah melebihi norma verifier Sedang (jumlahnya kurang 

dari 60%).  

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di 

lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku 

1.3.2.  

Peningkatan Kompetensi SDM  

D (2) Baik    (3) Berdasarkan verifikasi dokumen RKT 2014 sampai 

dengan RKT 2018; Rencana Vs Realisasi Pelatihan  PT. 

Sumalindo Lestari Jaya IV, Site Camp Gunung Sari, April 

2018; sertifikat pelatihan; dan surat keterangan telah 

mengikuti pelatihan kompetesi sumberdaya manusia 

(SDM) diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir 

(2013-2017) PT. Sumalindo Lestari Jaya IV telah 

merealisasikan peningkatan SDM sebanyak 321 orang 

dari rencana sebanyak 113 orang, atau realisasinya 

mencapai 284,07%. 

1.3.3.  

Ketersediaan Dokumen 

Ketenagakerjaan  

D (2) Baik   

(3) 

PT. Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan sebagai berikut : 

1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. 

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-

II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga 

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-

II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang kompetensi 

dan sertifikasi GANISPHPL dan WASGANIS-PHPL. 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 

tanggal 24 November 2015 tentang Petunjuk 

pelaksanaan kewajiban pengelola hutan dan 

pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin 

Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat 
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Penampungan Terdaftar untuk memiliki dan/ atau 

mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari 

6. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor: 561/K.637/2016 tanggal 7 Desember 2016 

tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Berau 

Rp. 2.657.537,50 per bulan. 

7. Perjanjian Bersama No: 183/PB/FB-SLJG/IV/2016 

tanggal 29 April 2016 tentang Perundingan 

Perjanjian Kerja Bersama PT. SLJ GLOBAL Tbk 

Periode 2016-2018 yang ditandatangan Wakil 

Pengusaha (Adib Manani), Organisasi Pekerja 

(Sabarianto).Telah disahkan sesuai Keputusan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 

KEP.560/1595/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 9 

Juni 2016 tentang Pendaftaran Perpanjangan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT SLJ 

Global TBK dengan PUK SP. KAHUTINDO PT SLJ 

Global Tbk, yang berlaku 1 Mei 2016 s/d 30 April 

2018. 

Berdasarkan penelaahan dokumen Perjanjian Kerja 

Bersama antara Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya 

IV dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan 

Perhutanan Indonesia PT. Sumalindo Lestari Jaya IV, 

termuat aturan yang telah disepakati bersama antara 

lain; ketentuan umum, hubungan kerja, waktu kerja, 

pembebasan dari kewajiban untuk bekerja, 

pengupahan, pengobatan, pemeriksaan dan 

pemeliharaan kesehatan, jaminan sosial dan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

produktivitas, K3, lingkungan, keamanan dan 

Comdev, tata tertib, sanksi, penyelesaian keluh 

kesah, sebab dan bentuk pemutusan hubungan 

kerja.    

8. Surat Perjanjian Kerja  

9. Kartu BPJS Kesehatan  

10. Kartu BPJS Ketenagakerjaan  

11. Laporan Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan Bulan 

Maret 2018 An. PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang 

ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur. Jumlah karyawan PT. Sumalindo 

Lestari Jaya IV Bulan Maret 2018 berjumlah 136 

orang, terdiri dari bulanan 108 orang dan borongan 

28 orang. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

PT. Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki Dokumen 

ketenagakerjaan lengkap 

Kesimpulan Indikator 1.3. 15/15 = 100 % (Baik) 

 

4. Indikator 1.4. : Kapasitas  dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.4.1.   

Kelengkapan Unit Kerja 

Perusahaan Dalam Kerangka 

PHPL 

D (2) Baik    

(3) 

Berdasarkan verifikasi dokumen PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV memiliki revisi Struktur Organisasi yang ditanda tangani 

Direktur Rudy Gunawan, berlaku efektif sejak 4 Januari 

2017 dan dilengkapi dengan Job Description. 

Berdasarkan telaah Struktur Organisasi dan Job 

Description  di PT Sumalindo Lestari Jaya IV diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi sudah dilengkapi dengan Job 

Decription 

2. Struktur organisasi sudah sesuai dengan kerangka 

PHPL dimana terdapat bagian yang menangani Kelola 

Produksi, Kelola Lingkungan/ Ekologi dan Kelola 

Sosial. 

Tersedia struktur organisasi dan job description yang 

sesuai dengan kerangka PHPL 

1.4.2.  

Keberadaan Perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

Tenaga Pelaksana 

D (2) Baik 

(3) 

Terdapat perangkat SIM untuk memantau informasi, 

organisasi dan tindakan, serta  tenaga pelaksanaberupa 

struktur organisasi, Job description, SOP seluruh tahapan 

kegiatan pengelolaan hutan, alat komunikasi pendukung 

SIM yaitu telepon satelit dan jaringan internet, radio SSB, 

serta perangkat komputer pada setiap bagian untuk 

pencatatan dan pendokumentasian data-data kegiatan 

masing-masing bagian. Selain itu terdapat tambahan 

perangkat SIM berupa GIS menggunakan Program ARC 

VIEW 3.3 dan ARC GIS 9.2 dan operatornya. 

Perangkat komputer terdapat di kantor Base Camp 

digunakan untuk pencatatan dan pendokumentasian data-

data kegiatan masing-masing departemen terutama 

departemen produksi dan logistik, selanjutnya dilakukan 

pengiriman data-data tersebut ke kantor pusat PT. 

Sumalindo Lestari Jaya IV di Samarinda secara rutin setiap 

hari kerja. 

Pencatatan dan pendokumentasian data dan informasi 

dilakukan oleh bagian administrasi SIM yang berada di 

Base Camp maupun di kantor pusat.  Selain itu, 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

manajemen distribusi data & informasi terkait dengan 

perkembangan kegiatan di lapangan setiap hari dishare 

melalui Grup Whats App (WA) yang dikoordinir oleh 

Direktur Utama PT. Sumalindo Lestari Jaya IV.  Grup WA 

tersebut terdiri dari Direktur Utama, Kepala Divisi Logging, 

SPI dan Manajer Site PT. Sumalindo Lestari Jaya IV. 

Untuk tenaga pelaksana SIM di PT. Sumalindo Lestari Jaya 

IV telah ditunjuk Sdr. Suryadi A. Mentemas sebagai 

Koordinator SIM yang telah ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Deputy Head Natural Forest managemen Nomor 

: 046/SLJIV/HRD-BU/SMD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017. 

PT. SLJ IV telah melaksanakan SIPUHH-Online sejak Tahun 

2012. 

Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia 

1.4.3.  

Keberadaan SPI/Internal Auditor 

dan Efektifitasnya 

D (2) Sedang 

(2) 

Terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam Struktur 

Organisasi PT. Sumalindo Lestari Jaya IV yang berlaku 

efektif 1 Januari 2018, dan telah ditandatangani Direktur 

Rudy Gunawan. SPI bertanggungjawab kepada Kepala 

Divisi Natural Forest Management dan berfungsi membantu 

Kepala Divisi Natural Forest Management dalam hal 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

hutan alam dan dilaporkan ke BOD dalam rangka 

menyusun kebijakan perusahaan atau strategi dalam 

menjalankan perusahaan ke depan. 

Terdapat Surat Keputusan Direksi PT. Sumalindo Lestari 

Jaya Tbk Nomor: 002/SLJ/HRD.BU/SMD/I/2010 tanggal 01 

Januari 2010 tentang pengangkatan Karyawan An. Uun 

Rodhotul Jannah sebagai pengawas PHPL/ Satuan 

Pengawas Internal. 

SPI bekerja berdasarkan SOP Audit Internal Nomor 

Dokumen : LOG-08/P-01-01 tanggal pembuatan 11 Januari 

2010, tanggal revisi 01 Februari 2015. Pelaksanaan 

pemeriksaan kegiatan dan penilaian kinerja pelaksana 

lapangan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) 

dilaksanakan secara rutin dengan frekwensi 2 s/d 3 kali 

setiap tahun. 

Terdapat bukti hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal 

selama 3 tahun terakhir (2015-2017) berupa laporan Audit 

Internal tahun 2015 s/d 2017 disertai adanya problem 

identification dan Activity Plan, namun untuk tahun 2013 

dan 2014 tidak ditemukan laporan. 

Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan 

dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan 

1.4.4.  

Keterlaksanaan Tindak Koreksi 

Manajemen Berbasis Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan verifikasi dokumen SPI, diketahui hasil 

kunjungan kerja monitoring dan evaluasi tim SPI (Internal 

Audit) PT. SLJ Global Tbk terhadap kegiatan pengelolaan 

hutan produksi lestari pada PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 

terdapat temuan dan rekomendasi tindakan perbaikan yang 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

diminta. Dari rekomendasi tindakan perbaikan yang 

diminta, selanjutnya pihak pelaksana teknis PT. Sumalindo 

Lestari Jaya IV di lapangan melaksanakan rekomendasi 

tersebut. 

Berdasarkan Audit Internal di PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 

Tahun 2015-2017 diketahui activity plan dan progress hasil 

pemeriksaan SPI sebagai berikut : 

1. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 28 Jan s/d 01 Pebruari 2015 

terdapat 128 PICA (98 dokumen dan 38 lapangan), 

namun tidak terdapat progress 

2. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 28 Apr s/d 01 Mei 2015 

terdapat 128 PICA (98 dokumen dan 38 lapangan), 

namun tidak terdapat progress. 

3. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 07 s/d 10 Maret 2016 

terdapat 12 PICA, namun tidak terdapat progress 

4. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 05 s/d 08 September 2016 

terdapat 12 PICA, dan 12 progress 

5. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 17 s/d 20 April 2017 terdapat 

30 PICA, dan 19 progress 

6. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 26 s/d 29 Juli 2017 terdapat 

8 PICA, dan 6 progress 

7. Laporan Hasil Audit Internal PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV yang dilaksanakan dari 19 s/d 23 Pebruari 2018 

terdapat 23 PICA. Terdapat 20 progress dan 3 belum 

terpenuhi yaitu :   

- Pemeliharaan batas blok dan petak tebangan RKT 

2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 

- Membangun jalan dan jembatan sesuai SOP RIL 

- Penanaman dan Pemeliharaan tanaman RKT 2017 

Berdasarkan data Progress Report Aktivitiy tahun 2015 – 

2017, hanya pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 

keterlaksanaan tindak koreksi manajemen, namun untuk 

tahun 2015 tidak terdapat keterlaksanaan tindak koreksi 

manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi..  

Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi 

manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi 

Kesimpulan Indikator 1.4. 20/24 = 83,33% (Baik) 
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5. Indikator 1.5. : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA) 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.5.1. 

Persetujuan   rencana  

penebangan  melalui  

peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi 

kandungannya 

CD (1) Baik    

(3) 

Dalam rangka mendapatkan persetujuan penebangan RKT 

dari masyarakat pemilik hak ulayat dan untuk 

mengantisipasi konflik,PT. Sumalindo Lestari Jaya IV telah 

melakukan sosialisasi untuk memeroleh persetujuan dari 

masyarakat pemilik hak ulayat. Terdapat bukti persetujuan 

rencana blok penebangan RKT 2013 – 2017 berupa Berita 

Acara Sosialisasi PRA RKT dan Berita Acara Sosialisasi 

terbitnya RKT. 

Selain itu PT. Sumalindo Lestari Jaya IV telah membuat 

kesepakatan bersama masyarakat kampung pemilik hak 

ulayat, berupa : 

1. Nota Kesepahaman antara PT. Sumalindo Lestari Jaya 

Tbk dan The Nature Conservancy Masyarakat serta 

Masyarakat Lima Kampung (Long Ayan, Long Ayap, 

Long Laai, Punan Mahkam, Punan Segah) Kecamatan 

Segah Mengenai Kemitraan Pengembangan Model 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Melalui 

Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di 

Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Nota 

Kesepahaman tersebut ditandatangani pada hari 

Selasa tanggal 1 Juni 2004. 

2. Berita Acara Kesepakatan Kenaikan Fee Nomor : 

004/SLSJ-GNS/II/2015 tanggal 21 Pebruari 2015 antara 

BP Hulu Segah dengan PT. Sumalindo Lestari Jaya IV, 

ditandatangani oleh Andi Amiruddin (Site Manager) 

dan Jones Lakan (Ketua BP Hulu Segah). Kenaikan fee 

produksi semula Rp 30.000/m3 menjadi Rp 33.000/m3. 

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-

hak masyarakat setempat telah mendapatkanpersetujuan 

atas dasar informasi awal yang memadai 

1.5.2.  

Persetujuan Dalam Proses Tata 

Batas 

D (2) Sedang 

(2) 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki batas areal kerja 

sepanjang 183,916,32 km dan yang sudah dilakukan tata 

batas sepanjang 132,777,17 Km (72,19 %). Terhadap 

batas areal kerja yang sudah tata batas, sudah 

mendapatkan pengakuan para pihak dengan adanya 

Berita Acara pelaksanaan tata batas yang sudah 

ditandatangan para pihak (Kepala BPKH Wilayah IV 

Samarinda, Kepa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur, Kepala Dinas Kehutanan Kabipaten Berau, Wakil 

Kecamatam Segah, Wakil Desa Long Ayap, Wakil dari PT. 

Inhutani I Unit Labanan). Terhadap batas areal yang belum 

ditata batas belum mendapatkan pengakuan dari para 

pihak. 

Selanjutnya untuk merealisasikan pelaksanaan tata batas 
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100 %, telah dilakukan upaya pelaksanaan proses tata 

batas guna mendapatkan pengakuan para pihak dengan 

bukti upaya sebagai berikut: 

 Rencana Penataan Batas Nomor: 74/kuh-2/IUPHHK-

HA/2014 tanggal 15 Agustus 2014 

 Instruksi Kerja Nomor: 23/ITK/BPKH IV-2/2015 tanggal 

30 Agustus 2015  

 Instruksi Kerja Nomor: 15/ITK/BPKH IV-2/2015 tanggal 

02 September 2015  

 Intruksi Kerja Pelaksanaan Batas Areal Kerja IUPHHK-

HA A.n. PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan Batas 

Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Inhutani I Unit 

Labanan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor : 23/ITK/BPKH IV-2/2015, tanggal 26 Mei 

2015. 

 Bukti pembayaran sejumlah Rp. 741.910.000,- untuk 

biaya pelaksanaan tata batas di lapangan kepada 

BPKH Wilayah IV Samarinda pada Tahun 2015. 

Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para 

pihak atas penataan batas areal kerja yang telah 

direalisasikan di lapangan sebesar 72,19% 

1.5.3.  

Persetujuan Dalam Proses dan 

Pelaksanaan CSR/CD 

D (2) Baik    

(3) 

Berdasarkan verifikasi, setiap tahun PT Sumalindo Lestari 

Jaya IV melakukan kegiatan kelola sosial dengan Desa 

Binaan adalah Kampung Punan Mahkam/ Long Pay, 

Punan Segah/ Long Oking, Long Laai, Long Ayap. Bentuk 

kelola sosial antara lain: 1) Pertanian Menetap; 2) 

Peningkatan Ekonomi; 3) Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Umum; 4) Sosial Budaya; dan 5) Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan Lingkungan. 

Berdasarkan verifikasi terhadap pemberian CSR/ CD yang 

akan diberikan kepada desa binaan, terdapat bukti 

pelaksanaan sosialisasi CD/ CSR yang akan diberikan 

kepada desa binaan yang terdapat pada Berita Acara PRA 

RKT dan Berita Acara Terbitnya RKT setiap tahun. 

1. Pelaksanaan kegiatan kelola sosial telah dilaporkan 

dalam bentuk Laporan Bulanan Pembinaan 

Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) ditujukan 

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur. 

2. Terdapat realisasi kegiatan PMDH PT. Sumalindo 

Lestari Jaya IV Tahun 2013-2017 sebesar Rp 

1.363.340.000 dari rencana Rp 1,202.600.000, atau 

realisasinya mencapai 113%. 

Terhadap bantuan CD/ CSR yang diberikan telah 

dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima, antara lain 

terdapat bukti: 

1. Berita Acara Bantuan Nomor: Adm/SLJ-IV/VI/2016 

tanggal 30 Juni 2016, bantuan solar sebanyak 100 liter 
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untuk penerangan di Puskesmas Kampung Long Laai 

Kecamatan Segah Kabupaten Berau yang 

ditandatangan pihak PT SLJ IV dan pihak penerima 

dari Kampung Long Laai. 

2. Berita Acara Bantuan Nomor: 014/Adm/SLJ-IV/VI/2016 

tanggal 11 Juni 2016, bantuan uang Rp. 2.000.000,- 

kepada Jemaah GKI Kampung Long Laai untuk 

transportasi ke Kampung Long Gii di Kecamatan Kelay 

Kabupaten Berau, yang ditandatangan pihak PT SLJ IV 

dan pihak penerima Tokoh Masyarakat dari Kampung 

Long Laai. 

Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan 

CSR/CD dari para pihak 

1.5.4.   

Persetujuan Dalam Proses 

Penetapan Kawasan Lindung  

D (2) Baik 

(3) 

Berdasarkan verifikasi keberadaan kawasan lindung di 

areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang terdapat 

dalam dokumen revisi RKUPHHK Periode 2013-2022 dan 

telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: SK.888/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 

tanggal 3 Maret 2016 tentang Persetujuan Revisi 

RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi 

Berbasis IHMB Periode 2013-2022 An. PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV Provinsi Kalimantan Timur. Jenis kawasan 

lindung yang terdapat dalam areal Kerja PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV adalah sebagai berikut: Bufferzone HL 

(4.662 Ha), Zone Konservasi (5.344 Ha), Sempadan 

Sungai (643 Ha), KPSL (300 Ha), dan KPPN (600 Ha). 

Berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan 

lindung sampai dengan Maret 2018 diketahui bahwa 

realisasi penandaan batas kawasan lindung selama 5 

tahun terakhir (2012-2017) mencapai 30,45 km dari 

rencana 30,45km (100%). 

Keberadaan kawasan lindung ini telah disosialisasikan 

kepada masyarakat dengan bukti Berita Acara Sosialisasi 

kawasan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. 

Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan 

lindung dari para pihak 

Kesimpulan Indikator 1.5. 19/21 = 90,48% (Baik) 
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B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator  2.1 : Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan 

Hutan Lestari  

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang telah 

Disetujui oleh   Pejabat yang 

Berwenang 

 

D (2) Baik    

(3) 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen Revisi 

RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 – 2022 PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV beserta Lampiran Peta skala 1 : 

50.000 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.888/Men.LHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 3 

Maret 2016. 

Dapat diverifikasi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 

2013 – 2022 PT Sumalindo Lestari Jaya IV beserta 

Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan 

disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 

89/BUHA-2/2012 tanggal 11 Desember 2012. 

Sesuai yang tertera dalam dokumen Revisi RKUPHHK 

penyebab perubahan/ revisi adalah akibat adanya 

perubahan tata ruang yang tertuang dalam peta 

penunjukan kawasan hutan dan perairan sesuai dengan 

Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang 

Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara yang menyebabkan luasan areal efektif 

menjadi berubah serta adanya perubahan blok 

RKTUPHHK, maka IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV melakukan redesign guna menata ulang areal kerjanya. 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak dikenai peringatan 

terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan telaah peta kerja dapat terlihat adanya 

kesesuaian tata letak antara rencana jangka pendek 

dengan jangka panjang, kecuali pada RKTUPHHK-HA 

tahun 2014.  

Tahun 

RKT 
Blok RKU Blok RKT Ket 

2013 I I Sesuai 

2014 II IV Tidak Sesuai 

2015 III III Sesuai 

2016 IV IV Sesuai 

2017 V V Sesuai 

2018 VI VI Sesuai 

Terkait dengan perubahan lokasi blok URKTUPHHK-HA 

tahun 2014 dan 2016 tersebut, PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV telah memberitahukan kepada Dinas Kehutanan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor : 231/SLJ-

LD/SMD/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 dan telah 

mendapat jawaban dari Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan TImur melalui surat nomor : 

522.110.1/6583/DK-III/2013 tanggal 17 Nopember 2013. 

Dengan demikian, pada verifier ini disimpulkan pada PT. 

Sumalindo Lestari Jaya IV terdapat sebagian kesesuaian 

implementasi penataan areal kerja dengan rencana jangka 

panjang. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan 

penandaan batas blok dan petak baik berupa plang, 

patok, jalur dengan tanda polet tiga untuk batas blok dan 

polet dua untuk batas petak pada blok RKTUPHHK-HA 

tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 serta 2018. Namun 

demikian, masih terdapat tanda batas yang kurang jelas di 

lapangan yaitu batas petak PB.3-04 dan PB.3-05 

RKTUPHHK-HA Tahun 2014. 

Kesimpulan Indikator  2.1 14 / 18  =  77,78 %  (Sedang) 

 

2. Indikator  2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan 

Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

D (2) Baik     

(3) 

- PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki data potensi 

tegakan berbasis IHMBdiketahui potensi kayu diameter 

50 up adalah 13,97 pohon/Ha atau 36,27 m3/Ha. 

- PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki data potensi 

periode audit 5 (lima) tahun terakhir.Didapatkan data 

potensi 50 cm Up jenis komersial untuk tahun blok 

RKTUPHHK-HA 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018pada 

system silvikultur TPTI masing-masing adalah adalah 

sebesar 54,51 m3/ha, 55,32 m3/ha, 72,70 m3/ha, 60,73 

m3/ha dan 73,65 m3/ha. 

- Terdapat Peta pendukung seperti Buku LHC, RLHC dan 

Peta Sebaran Pohon yang memuat jalur cruising dan 

kontur skala 1:1.000. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

CD (1) Sedang 

(2) 

Pada periode audit Resertifikasi ditemukan Dokumen SOP 

Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur (PUP) No. Log-

05/0P-01-01 Rev. 1 dibuat tanggal 02 Maret 2015. 

Adapun dokumen terkait informasi riap tegakan sebagai 

berikut : 

- Dokumen Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur 

Permanen untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan 

Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP,Tebangan Tahun 

Eks 2013, Nomor Petak Tebangan PB.02-16, Agustus 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2015. 

- Dokumen Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran 

Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri 

PUP, Seri PUP Nomor  I Pengukuran ke-2 tahun 2016, 

Areal lima tahunan ke I, Tebangan Tahun Eks 2013, 

Nomor Petak Tebangan PB.02-16, Juli 2016. 

- Dokumen Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran 

Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri 

PUP, Seri PUP Nomor  I Pengukuran ke-3 tahun 2017, 

Areal lima tahunan ke I, Tebangan Tahun Eks 2013, 

Nomor Petak Tebangan PB.02-16, Mei 2017. 

Telah dilakukan analisis sederhana namun belum 

informatif terbatas pada rekapitulasi riap pertumbuhan 

menyatu dengan Laporan Pengukuran PUP. Adapun 

berdasarkan hasil pengukuran ke-3 didapatkan dan 

perhitungan riap diameter untuk seluruh jenis berdasarkan 

Nomor PUP (1-6) adalah sebagai berikut : 0,98 cm/thn, 

0,93 cm/thn, 1,26 cm/thn, 1,32 cm/thn, 1,40 cm/thn, dan 

0,40 cm/thn. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

CD (1) Sedang 

(2) 

- Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi 

dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau 

selama waktu penilaian. 

- Terdapat penyampaian laporan pada Pengukuran 

Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri 

PUP, Seri PUP Nomor  I Pengukuran ke-3 tahun 2017 

kepada Balai Litbang Kehutanan, namun belum 

ditemukan bukti penyampaian laporan terkait informasi 

riap tegakan tahun 2015 dan 2016 sesuai Permenhut 

Nomor : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan 

(4).  

- Analisa riap tegakan belum digunakan untuk 

Perhitungan Jatah Tebangan Tahunan. 

Kesimpulan Indikator  2.2 10 / 12 =  83,33%  (Baik) 

 

3. Indikator  2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk 

Menjamin Regenerasi Hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D (2) Baik    

(3) 

Pada periode audit Resertifikasi berdasarkan dokumen 

RKUPHHK-HA dan Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-

2022 PT Sumalindo Lestari Jaya IV diketahui bahwa 

Sistem silvikultur yang diterapkan pada PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV adalah TPTI. Dapat diverifikasi SOP 

tahapan sistem silvikultur diantaranya :  

1. Penataan Areal Kerja (LOG-01/P-02-01) 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (LOG-

01/P-05-02) 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (LOG-01/P-06-02) 

4. Pemanenan Ramah Lingkungan (LOG-02/P-01-02) 

5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan 

(LOG-04/P-05-01) 

6. Pembebaan Pohon Binaan (LOG-04/P-06-01) 

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (LOG-04/P-07-

02) 

Diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV sudah 

memiliki SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia 

dengan lengkap tetapi isinya sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan atau ketentuan teknis. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh Ta-

hapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D (2) Sedang 

(2) 

Terdapat hasil pengamatan / observasi terhadap 

implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur : 

 PAK : Implementasi dilapagan ditemukan penandaan 

batas blok dan petak, dimana tanda pada rintisan blok 

berupa polet merah 3 garis dan pada petak polet 2 

garis. Lokasi PAK pada periode audit sesuai dengan 

alokasi RKUPHHK-HA yang disahkan, kecuali pada 

RTKUPHHK-HA Tahun 2014. 

 ITSP/ Inventarisasi Hutan : Implementasi di lapangan 

ditemukan tanda jalur cruising, penandaan pohon yang 

ditebang (label merah + barcode) dengan diameter 

>50 cm, pohon inti / ditinggal (label kuning) dan pohon 

diameter kecil (10-49 cm) yang ditebang karena 

terkena PWH (label merah + barcode). 

Secara administrasi ditemukan LHC beserta Peta 

pendukung bebrupa sebaran pohon, jalur dan kontur 

skala 1 : 1.000 sesuai SOP 

 Pembukaan Wilayah Hutan : Data yang dihasilkan 

sesuai SOP PWH salah satunya berupa peta 

pemanenan kayu skala 1:2.000, dimana terdapat 

implementasi pembuatan peta pemanenan kayu 

1:5.000. Selanjutnya, dapat diverifikasi implementasi di 

lapangan berupa pembuatan Jalan Utama (tahun 2013) 

dan Jalan Cabang (Tahun 2013 s.d. 2017) dan Rehab 

jalan selama periode audit resertifikasi. 

 Pemanenan :  Implementasi dilapangan kegiatan 

pemanenan berupa : Penebangan, Penyaradan, 

Pengangkutan dari TPK Hutan Km 35 menuju TPK 

Antara Km 0. Realisasi volume tebangan total selama 5 

tahun terakhir rata-rata mencapai 82,01% dari rencana 

tebangan tahunan dimana lokasi panen sesuai dengan 

RKTUPHHK-HA yang disahkan.  

 Penanaman dan Pemeliharaan TanamanPengayaan : 

Implementasi di lapangan ditemukan kegiatan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

penanaman berupa tanaman pada kiri kanan jalan 

diverifikasi di Petak V-01/07 RKT 2017 dan PB.4-03 RKT 

2015. Selanjutnya dapat ditemukan implementasi 

Penanaman Eks-TPn di Petak PB.4-03 RKT 2015, PB.5-

02 RKT 2016, dan Petak V-01 RKT 2017,. 

 Pembebasan Pohon binaan : Areal PT Sumalindo 

Lestari Jaya  IV seluruhnya merupakan Hutan Produksi 

Terbatas (HPT) maka sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI-

BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tahapan sistem 

silvikultur tentang pembebasan pohon binaan tidak 

dilakukan. 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Implementasi 

dilapangan terdapat tenaga Pengaman Hutan berupa 

Satpam dan Regu Pemadam Kebakaran sebanyak 4 

Regu (68 Orang), kegiatan lain berupa  kegiatan patroli 

dan pemasangan plang larangan menebang pohon 

serta berburu satwa yang dilindungi. 

Dengan demikian, diketahui bahwa terdapat implementasi 

terhadap sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D (2) Baik    

(3) 

Berdasarkan hasil uji petik menggunakan metode nasted 

sampling pada 4 (empat) Petak Ukur di petak V-01 dan V-

07 RKTUPHHK-HA Tahun 2017 didapatkan potensi pohon 

yang disisakan 163 pohon/ha (>25 pohon/ha). 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD (1) Baik    

(3) 

Berdasarkan hasil uji petik sebagaimana verifier 2.3.3. 

didapatkan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 550 

batang/ha (>100 btg/ha) atau terdapat permudaan tingkat 

pancang sebanyak 2.100 batang/ha (>400 btg/ha). 

Kesimpulan Indikator  2.3 19/ 21  =  90,48%  (Baik) 

 

4. Indikator  2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 

Dalam Pemanfaatan Hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D (2) Baik   

(3) 

Pada periode audit Resertifikasi diverifikasi terdapat SOP 
Reduce Impact Logging (RIL) dengan nomor dokumen 
LOG-02/P-06-01 yang direvisi tanggal 30 Januari 2015. 
SOP RIL No. LOG-02/P-06-01 rev. tanggal 30 Januari 2015 
mengacu pada SOP Pembukaan Wilayah Hutan (LOG-
01/P-06-02), SOP Perencanaan Pemanenan Kayu (LOG-
01/P-08-01), SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (LOG-
02/P-01-01), Kriteria Penilaian RIL (Reduce Impact 
Logging), Kriteria Spesifikasi Jalan Angkutan Kayu, dan 
Prinsip dan Praktik Pemanenan Hutan di Indonesia). SOP 
disetujui dan disahkan oleh Direktur PT SLJ Global Tbk. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Hasil telaah terhadap kandungan isi SOP diketahui 

tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah 

lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan 

isinya sesuai untuk karateristik kondisi setempat. 

 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

 

D (2) Baik   

(3) 

Pada kegiatan audit resertifikasi PHPL pada PT Sumalindo 
Lestari Jaya IV dapat diverifikasi terkait penerapan 
teknologi ramah lingkungan diantaranya kegiatan : 
a. Perencanaan terdapat implementasi berupa 

penyiapan Peta Penetaan Areal Kerja, Peta 
pendukung ITSP, Rencana jaringan jalan dan Peta 
Rencana pemanenan kayu menggunakan Software 
Arc-GIS. 

b. Pelaksanaan di Lapangan terdapat terdapat 
implementasi berupa : 
- Pembangunan Jalan Angkutan sesuai dengan 

rencana jaringan jalan baik jalan di luar blok dan 
di dalam Blok RKT, terdapat pembuatan gorong-
gorong, parit dan jembatan. 

- Penyaradan dengan pembuatan TPn sesuai 
dengan rencana pembuatan TPn dan Pembuatan 
Sodetan menggunakan Traktor diverifikasi pada 
RKTUPHHK-HA Tahun 2017. 

c. Penilaian RIL berupa Pengawasan pembangunan 
jalan dan Pengawasan petak. 

d. Pengolahan Data RIL, dimana dapat dijumpai Laporan 
Monitoring dan Evaluasi Reduce Impact Logging PT 
Sumalindo Lestari Jaya Tahun 2017. 
 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

D (2) Sedang 

(2) 

Uji dilakukan pada 2 (dua) buah pohon di petak VI-03 Blok 
RKTUPHHK-HA 2018 yaitu Pohon no. 234 (1) dengan 
kordinat pohon N = 02º08'26.33" dan E = 
116º51'02.46"dan Pohon no. 352 (2) dengan kordinat 
pohon N = 02º08'25.60" dan E = 116º51'02.75". 
Berdasarkan hasil uji petik tingkat kerusakan tegakan 
tinggal sebesar 20,89% dan hasil pengukuran keterbukaan 
wilayah akibat pembuatan jalan sarad dan penyaradan 
menunjukkan tingkat keterbukaan wilayah sebesar 2,69 %, 
maka didaparkan nilai tingkat kerusakan sebesar 23,59%. 
Pada saat pelaksanaan uji petik penebangan di lapangan 
diketahui bahwa arah rebah pohon pohon diubah dengan 
yang arah rebah yang direncanakan akibat dari (pohon I) 
kondisi topografi mengancam kerusakan batang dan 
(pohon II) terdapat liana pada tajuk yang menyebabkan 
perubahan arah rebah. 
 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD (1) Baik    

(3) 

Berdasarkan Uji petik yang dilakukan pada 2 (dua) buah 
pohon di petak VI-03 Blok RKTUPHHK-HA 2018 yaitu 
Pohon no. 234 (1) pada kordinat pohon N = 02º08'26.33" 
dan E = 116º51'02.46"dan Pohon no. 352 (2) pada 
kordinat pohon N = 02º08'25.60" dan E = 116º51'02.75" 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

diketahui nilai Faktor Eksploitasi rata-rata adalah 0,91 
(>0,70). 

KesimpulanIndikator  2.4 19 / 21 =  90,48%   (Baik) 

 

5. Indikator  2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja 

Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT.RTT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU/RKPH) dan Disahkan 

Sesuai Peraturan yang Berlaku 

(Dinas Prov, self approval) 

CD (1) Baik   

(3) 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Buku RKTUPHHK-

HA disusun mengacu pada RKUPHHK-HA periode tahun 

2013-2022 yaitu : 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2013 telah disetujui dan disahkan 

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

melalui SK Nomor : 522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-III/2013 

tanggal 03 Mei 2013. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2014 telah disetujui dan disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya   IV 

secara self approval melalui SK Direktur IUPHHK PT 

Sumalindo Lestari Jaya  IV Nomor : 034/SLJ/DIR/ AS/ 

SMD/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2015 telah disetujui dan disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya   IV 

secara self approval melalui SK Direktur IUPHHK PT 

Sumalindo Lestari Jaya  IV Nomor : 001/SLJ/Kpts/RKT/ 

DIR/AS/SMD/XII/2014 tanggal   30   Desember   2014. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2016 telah disetujui dan disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya  IV 

secara self approval melalui SK Direktur IUPHHK PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV Nomor : 012/SLJ/Kpts/RKT/ 

DIR/AS/SMD/III/2017 tanggal 15 Maret 2016. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2017 telah disetujui dan disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya  IV 

secara self approval melalui SK Direktur IUPHHK PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV Nomor : 001/SLJ/Kpts/RKT/ 

DIR/AS/SMD/I/2017 tanggal 05 Januari 2017. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2018 telah disetujui dan disahkan 

oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya  IV 

secara self approval melalui SK Direktur IUPHHK PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV Nomor : 003/SLJ/Kpts/RKT/ 

DIR/AS/SMD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D (2) Baik   

(3) 

Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA dan Revisi 

RKUPHHK-HA  Periode Tahun 2013-2022 PT Sumalindo 

Lestari Jaya  IV skala 1:50.000. Peta memuat areal 

memuat Blok Tebangan, Kawasan lindung seperti : Buffer 

zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Sempadan Sungai, 

KPSL, KPPN.  Ada tambahan kawasan yang tidak boleh 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

ditebang yaitu PUP dan Kebun Benih (termasuk areal 

pelestarian dan penelitian). 

Pada Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 2014, 

2015, 2015, 2016, 2017, dan 2018 PT Sumalindo Lestari 

Jaya  IV skala 1:50.000 memuat areal yang ditebang, areal 

kawasan lindung (Buffer zone Hutan Lindung, Zona 

Konservasi, Sempadan Sungai, KPSL, KPPN) dan areal 

pelestarian & penelitian (Kebun benih dan PUP) 

sebagaimana tercantum dalam peta RKUPHHK-Ha dan 

Revisi RKUPHHK-HA. 

Dengan demikian, PT Sumalindo Lestari Jaya  IV memiliki 

peta kerja RKT/RKU yang disahkan dan memuat areal 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal 

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelestarian plasma 

nutfah/religi/budaya/sarana pra-

sarana dan Penelitian dan 

Pengembangan) 

D (2) Baik   

(3) 

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di 

lapangan yaitu batas blok dan petak yang akan ditebang 

dan kawasan lindung atau areal pelestarian dan penelitian. 

Ditemukan di lapangan tanda batas blok dan petak 

RKTUPHHK-HA Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 

2018 diverifikasi dengan menggunakan bantaun sofware 

PDF Maps, terdapat kesesuaian lokasi antara data di peta 

dengan di lapangan. 

Untuk kawasan lindung atau pelestarian dan penelitian, 

diverifikasi di lapangan areal Kebun Benih (KB), Petak 

Ukur Permanen dan KPSL dan telah diverifikasi dengan 

metode yang sama, dan terdapat kesesuaian lokasi antara 

peta dan lapangan. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat implementasi 

peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / 

ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, Jenis 

dan Volume Panen dengan 

Dokumen Rencana Jangka 

Pendek  

D (2) Baik   

(3) 

Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis 

rata-rata mencapai 82,01%  (70-105%) dari rencana 

tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT 

yang disahkan serta tidak melebihi luas yang 

direncanakan. 

KesimpulanIndikator  2.5 21 / 21 =  100,00%  (Baik) 
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6. Indikator  2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan 

Re-investasi  yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan 

Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

daya Manusia 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan data yang tersedia dapat diverifikasi 

didapatkan kondisi finansial perusahaan PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV sebagai berikut : 

- Berdasarkan metode current ratio dengan 

membandingkan antara total aktiva lancar dengan 

hutang jangka pendek / lancar,  maka didapatkan nilia 

likuiditas sebagai berikut : 

o Tahun 2016 :  nilai aktiva lancar Rp. 23.997.735.205,- 

dan hutang lancar Rp. 18.713.819.451,- maka 

didapatkan nilai  sebesar 128,24% (100-150%) 

o Tahun 2015 :  nilai aktiva lancar Rp. 11.446.167.096,- 

dan hutang lancar Rp. 7,973.478.797,- maka 

didapatkan nilai  sebesar 143,55% (100-150%) 

o Tahun 2014 :  nilai aktiva lancar Rp. 6.582.907.539,- 

dan hutang lancar Rp. 1.047.644.002,- maka 

didapatkan nilai  sebesar 628,35% (>150%) 

- Berdasarkan metode debt ratio dengan 

membandingkan antara total aktiva dengan total hutang, 

maka didapatkan nilai solvabilitas sebagai berikut : 

o Tahun 2016 :  nilai total aktiva Rp. 49.877.376.003,- 

dan total hutang Rp. 18.713.819.451,-,  maka 

didapatkan nilai  sebesar 266,53% (>150%) 

o Tahun 2015 :  nilai total aktiva Rp. 25.340.006.828,- 

dan total hutang Rp. 7.973.478.797,-,  maka 

didapatkan nilai  sebesar 317,80% (>150%) 

o Tahun 2014 :  nilai total aktiva Rp. 20.375.704.472,- 

dan total hutang Rp. 19.919.602.681,-,  maka 

didapatkan nilai  sebesar 102,29% (100-150%) 

- Berdasarkan analisis perbandingan antara laba dengan 

aktiva, maka didapatkan nilai rentabilitas sebagai 

berikut: 

o Tahun 2016 : nilai laba operasi Rp. 13.770.769.541,- 

dan nilai total aktiva Rp. 49.877.376.003,- maka 

didapatkan nilai  sebesar 27,61% (positif) 

o Tahun 2015 : nilai laba operasi Rp. 23.280.025.222,- 

dan nilai total aktiva Rp. 25.340.006.828,- maka 

didapatkan nilai  sebesar 91,87% (positif) 

o Tahun 2014 :nilai laba operasi Rp. 18.249.772.098,- 

dan nilai total aktiva Rp. 20.375.704.472,- maka 

didapatkan nilai  sebesar 89,57% (positif) 

- Opini Kantor Akuntan Publik wajar terhadap laporan 

laporan keuangan tahun 2014, 2015 dan 2016.  
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

- Tidak didapatkan data untuk analisis kondisi finansial 

perusahaan tahun 2013 dan tahun 2017 (sedang dalam 

proses audit oleh akuntan publik sesuai surat no 

YS&R/Adm-001/SLJ/230318 tanggal 23 Maret 2018). 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

CD (1) Baik   

(3) 

Berdasarkan laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan 

Fisik Pembinaan Hutan Sistem Tebang Pilih Tanam dan 

Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 

31 Desember 2014, 2015, 2016 dan berdasarkan Annual 

Plan & Real Cost Production Tahun 2013 dan 2017 

didapatkan realisasi alokasi dana dari kebutuhan kelola 

hutan pada periode audit yaitu : 

- Tahun 2013 (Un-Audited) adalah sebesar 88,22% (nilai 

rencana Rp. 72.551.985,- dan realisasi Rp. 68.141.601,- 

- Tahun 2014 (Audited) adalah sebesar 81,72% (nilai 

rencana Rp. 29.000.232,- dan realisasi Rp. 23.697.726,-  

- Tahun 2015 (Audited) adalah sebesar 92,45% (nilai 

rencana Rp. 43.313.635,- dan realisasi Rp. 40.042.809,-  

- Tahun 2016 (Audited) adalah sebesar 93,92 % (nilai 

rencana Rp. 72.551.986,- dan realisasi Rp. 68.141.602,- 

- Tahun 2017 (Un-Audited) adalah sebesar 91,26 % (nilai 

rencana Rp. 44.998.923,- dan realisasi 41.062.342,-.’ 

Pada PT Sumalindo Lestari Jaya IV didapatkan realisasi 

alokasi dana dari kebutuhan kelola hutan >80% (rata-rata 

89,51 %. 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD (1) Sedang 

(2) 

Proporsi alokasi dana berdasarkan realisasi dana pada 

kegiatan teknis kehutanan PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

pada periode audit Resertifikasi : 

No Tahun 
Realiasi 
Tertinggi 

(%) 

Realiasi  
Terendah 

(%) 

Perbedaan 
Proporsi 

(%) 

1 2017 110,15 90,67 19,48 

2 2016 111,19 93,22 17,97 

3 2015 110,00 85,29 24,71 

4 2014 106,87 85,72 21,15 

5 2013 112,20 90,67 21,53 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada periode 

audit resertifikasi PT Sumalindo Lestari Jaya IV masih 

terdapat perbedaan realisasi alokasi dana kurang 

proporsional dengan proporsi realisasi alokasi dana 

>20%-50% pada tahun 2013, 2014 dan 2016. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD (1) Baik   

(3) 

Berdasarkan rincian arus kas yang menunjukkan saldo 

kas akhir tahun yang positif dan kondisi keuangan sudah 

mengalami keuntungan (Tahun 2014, 2015, dan 2016), 

serta berdasarkan laporan Realisasi Biaya dan 

Pelaksanaan Fisik Pembinaan Hutan Sistem Tebang Pilih 

Tanam dan Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun 

Yang Berakhir 31 Desember 2014, 2015, dan 2016, serta 

Annual Plan and Real Cost Production Tahun 2013 dan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2017  didapatkan realisasi biaya kebutuhan hutan pada 

periode 5 tahun terakhir rata-rata 89,51%.  

Berdasarkan kondisi diatas bahwa realisasi pendanaan 

untuk kegiatan teknis berjalan lancar sesuai dengan tata 

waktu 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D (2) Baik   

(3) 

Berdasarkan laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan 

Fisik Pembinaan Hutan Sistem Tebang Pilih Tanam dan 

Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 

31 Desember 2014, 2015, 2016 dan berdasarkan Annual 

Plan & Real Cost Production Tahun 2013 dan 2017 

didapatkan realisasi biaya (modal) untuk kegiatan 

pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman 

tanah kosong oleh IUPHHK-HA pada tahun 2013, 2014, 

2015, 2016, dan 2017 masing masing 74,82%, 97,93%, 

90,36%, 102,83% dan  104,56%.  

Dengan demikian diketahui bahwa, didapatkan realisasi 

biaya  (modal) untuk kegiatan pembinaan hutan, 

perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong 

didapatkan realisasi modal untuk kegiatan pembinaan 

hutan perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong 

>80%, kecuali pada tahun 2013. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

 

CD (1) Baik   

(3) 

Berdasarkan laporan Realisasi Biaya dan Pelaksanaan 

Fisik Pembinaan Hutan Sistem Tebang Pilih Tanam dan 

Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 

31 Desember 2014, 2015, 2016 dan berdasarkan Annual 

Plan & Real Cost Production Tahun 2013 dan 2017, 

Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI Desember 2013, 

2014, 2015, 2016, dan 2017 didapatkan realisasi fisik 

kegiatan penanaman/pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA 

pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 masing-

masing 83,11%, 97,96%, 85,47%, 100,07% dan 99,99%. 

Dengan demikian diketahui bahwa, didapatkan realisasi 

fisik kegiatan penanaman/pembinaan hutan, >80%. 

Observasi dilapangan ditemukan adanya kegiatan 

penanaman berupa tanaman pada kiri kanan jalan 

diverifikasi di Petak V-01/07 RKT 2017 dan PB.4-03 RKT 

2015. Selanjutnya dapat ditemukan implementasi 

Penanaman Eks-TPn di Petak PB.4-03 RKT 2015, PB.5-02 

RKT 2016, dan Petak V-01 RKT 2017.  

Hasil Observasi lapangan terdapat ganguan gulma berupa 

tumbuhan merambat yang mengganggu pertumbuhan 

tanaman. Hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh 

menajeman yang dapat menggangu keberhasilan 

kegiatan penanaman. 

Kesimpulan Indikator  2.6 19/ 21 =  90,48%  (Baik) 
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C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator 3.1.  : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi  

pada setiap tipe hutan. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.1. 

Luasan kawasan 

dilindungi 

D (2) Baik 

(3) 

Dokumen legal dan dokumen perencanaan yang memuat informasi 

zonasi kawasan lindung PT. Sumalindo Lestari Jaya IV adalah: 

a. Dokumen AMDAL (eks) HPH PT. Madyakara Pasific Raya tahun 

1991, scope studi 100.000 ha. 

b. Dokumen RKL-RPL tahun 1994 seluas 100.000 Ha yang telah 

disetujui sesuai surat Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 85/DJ-

VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994 prihal Persetujuan RKL 

dan RPL HPH PT. Sumalindo Lestari Jaya unit IV (Eks. PT. 

Madyakara Pasific Raya). 

c. Dokumen RKU sah Periode 2013-2022 yang terbit tahun 2012, 

sesuai SK persetujuan Nomor: SK.89/BUHA-2/2012 tanggal 11 

Desember tahun 2012.   

d. dokumen RKU sah Periode 2013-2022 yang Revisi tahun 2016, 

sesuai SK persetujuan Nomor: SK.888/MenLHK-

PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 3 Maret 2016. 

Jenis dan luas kawasan lindung hasil zonasi dokumen perencanaan 

terbaru adalah menurut RKU (revisi tahun 2016) adalah: 

No Zonasi Kawasan Lindung 
RKU (revisi Tahun 2016) 

(ha) (%) 

1 Buffer Zone HL 4.662 7,34 
2 Zona Konservasi 5.344 8,41 
3 KPSL 300 0,47 
4 Sempadan Sungai 643 1,01 
5 KPPN 600 0,94 

Jumlah 11.549 18,17 

Pada dokumen RKU (revisi tahun 2016), disebutkan disamping terdapat 

kawasan lindung diatas masih terdapat kawasan yang dipertahankan 

untuk mendukung penyediaan bibit tanaman melalui upaya propagansi 

genetik.  Areal ini disebut Tegakan Benih seluas 600 hektar.  Areal lain 

yang difungsikan sebagai areal pendukung kelola sosial adalah Tanah 

Ulen seluas 9.250 ha. Kawasan tersebut mendukung keberlangsungan 

fungsi ekologis karena masih memiliki tegakan hutan yang lengkap. 

Tata letak posisi geografis dan kondisi biofisik telah diverifikasi pada 

kawasan lindung sempadan sungai, BZ HL Gunung Kujo, KPSL, Kebun 

benih dan tanah ulen, keseluruhannnya menunjukkan kesesuaian 

lokasi dan biofisiknya.  

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada 

seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPL, RKU RPKH; dan seluruhnya 

sesuai dengan kondisi biofisiknya. 

3.1.2. 

Penataan kawasan 

dilindungi 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Lingkup verifikasi rencana penataan kawasan lindung yang menjadi 

dasar pencapaian kinerja pada verifier ini adalah perencanaan dalam 

jangka waktu 2013 s/d 2018 sesuai standar verifikasi sertifikasi dan 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

(persentase yang 

telah ditandai, tanda 

batas dikenali). 

resertifikasi. Adapun rencana dan realisasi penandaan batas kawasan 

lindung telah mencapai 100%, sesuai bukti berita acara pelaksanaan 

penandaan batas pada masing-masing Blok RKT mulai tahun 2013 s/d 

2018, kecauli pada Blok RKT 2015, karena di dalam Blok RKT 2015 

tidak ada kawasan lindung.   

Jenis Kawasan 

Lindung 

Keberadaan 

dalam Blok 

RKT 

Panjang 

batas KL 

(km) 

Realisasi 

(km) 

HL Gn Kujo Blok 

2013,2016, 

2017 

15,88 15,88 

KPPN Blok 2014 4,00 4,00 

KPSL Blok 2014 4,00 4,00 

KPSL Blok 2018 3,30 3,30 

Sempadan sungai Blok 2018 1,29 1,29 

HL Guguang Blok 2018 1,98 1,98 

Total 30,45 30,45 

Verifikasi rencana dilakukan dengan memakai software Global Mapper 

dan verifikasi realisasi dilakukan dengan kunjungan lapangan pada 

masing-masing batas kawasan lindung yaitu pada batas HL Gn. Kujo di 

Blok RKT 2017 pada titik koordinat 20 13’ 11” N dan 1160 49’ 18” E, 

Sempada Sungai di Blok RKT 2018 pada titik koordinat 20 8’ 10” N dan 

1160 51’ 12” E, KPPN di Blok RKT 2014 pada titik koordinat 20 13’ 06” N 

dan 116052’ 10” E  . Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian, serta 

tanda batas di lapangan masih dapat dikenali berupa rintisan dan cat 

merah polet dua. 

Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 71% dari yang 

seharusnya.  

3.1.3 

Kondisi penutupan 

kawasan dilindungi. 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Selama 5 tahun terakhir (2013-2017), PT. Sumalindo Lestari Jaya Unit 

IV, memiliki 2 Peta Penafsiran Citra Satelit sebagai bahan monitoring 

kondisi penutupan lahan seluruh arealnya.   

A. Penafsiran Peta Cira Landsat Liputan tahun 2014. 

No Kawasan 

Lindung 

Hutan 

Primer 

Hutan 

sekunder 

Tertutup 

Awan 

1 Buffer Zone HL 1.024 3.229 168 

2 Zona 

Konservasi 

2.457 1.242 1.632 

3 Sempadan 

Sungai 

155 404 148 

4 KPSL 156 144 - 

5 KPPN 100 381 119 

Jumlah 3.892 5.400 1.731 

Dari hasil monitoring Citra Landsat tersebut kondisi tutupan lahan 

kawasan lindung yang luas totalnya  11.023 Hektar (RKU terbitan 

tahun 2012) berupa Hutan primer dan hutan sekunder seluas 9.292 

atau 84,29%, dan sisanya (15,70%) tidak teridentifikasi karena 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

tertutup awan. 

B. Penafsiran Citra Landsat Liputan tahun 2016. 

Adalah Citra Landsat 8 Oli Band 653 Path/Row 117/58 Liputan 

tanggal 13 Juli 2016 dan 15 September 2016.  Pada Citra ini belum 

diidentifikasi penutupan khusus pada kawasan lindung.  Namun 

demikian kondisi tutupan lahan seluruh areal menurut pemantauan 

Citra Satelit ini masih ditutupi hutan seluas 60.557 hektar atau 

95,2%.  Terdiri dari hutan primer 8.250 hektar dan hutan sekunder 

52.307 hektar.  Asumsi auditor kondisi tutupan lahan seluruh areal 

tidak jauh berbebeda dengan kondisi tutupan lahan pada seluruh 

areal, karena hasil verifikasi lapangan kondisi biofisik kawasan 

lindung dalam kondisi baik dan tidak terganggu.  

Verifikasi kondisi biofisik dilakukan pada : 

a. Buffer Zone Gunung Kujo pada titik koordinat 20 13’ 11” N dan 

1160 49’ 18” E (batas dengan Blok RKT 2017).  Vegetasi buffer 

Zone merupakan hutan dataran tinggi tanah kering yang 

didominasi oleh famili dipterocarpaceae.  Strata tegakan masih 

lengkap baik semai, pancang, tiang dan pohon.  Secara 

keseluruhan vegetasi hutan masih relatif utuh. Tidak ada bekas-

bekas kegiatan aktifitas penebangan. 

b. Kebun Benih, pada titik koordinat 20 11’ 40” N dan 1160 49’ 55” E. 

yang merupakan kawasan yang dipertahankan  untuk tujuan 

produksi namun memiliki manfaat ekologis yang menunjang 

ekosistem hutan. Vegetasi Kebun Benih masih merupakan hutan 

primer memiliki komposisi dan strata tegakan yang masih lengkap. 

Tidak ada tanda-tanda adanya kegiatan penebangan. 

c. Sempadan anak sungai Keheling dengan lebar 10m (blok RKT 

2018) pada titik koordinat 20 8’ 10” N dan 1160 51’ 12” E. Vegetasi 

masih berupa hutan primer memiliki komposisi dan strata tegakan 

yang masih lengkap. Tidak ada tanda-tanda adanya kegiatan 

penebangan.  

d. Tanah Ulen. Merupakan kawasan yang tidak diganggu dan 

dicadangkan untuk aktifitas sosial masyarakat sekitar yang masih 

berfungi secara ekologis yang menunjang ekosistem hutan. 

Diverifikasi pada titik koordinat 20 7’ 46” N dan 1160 50’ 24” E.  

Vegetasi masih berupa hutan primer memiliki komposisi dan strata 

tegakan yang masih lengkap. Tidak ada tanda-tanda adanya 

kegiatan penebangan. 

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80% atau 

terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula ≥ 80 % 

dari rencana. 

3.1.4 

Pengakuan para 

pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

CD (1) 

 

Baik 

(3) 

Selama lima tahun terakhir terdapat bukti berita acara Sosialisasi RKT 

pada masyarakat kampung, sekaligus sebagai wahana sosialisasi 

kawasan lindung:  Berita Acara sosialisasi KL No. 07/CD/SLJ/GNS/XII/ 

2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang sosialisasi KL BZ-HL Gunung 

Kujo dan Kawasan lindung kampung (tanah ulen) yang berbatasan 

dengan blok RKT 2017 kepada masyarakat di seda-desa Long Pay, 
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Long La’ai, Long Ayap, dan Long Oking.  Disamping itu bentuk 

terdapat dokumen Berita Acara sosialisasi KL No. 012/SL-

IV/GNS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang sosialisasi KL BZ-HL 

Gunung Kujo dan kawasan lindung kapung (tanah ulen) yang 

berbatasan dengan blok RKTUPHHK-HA 2017 kepada karyawan PT. 

Sumalindo Lestari Jaya IV dan PT. PSM yang dilaksanakan di Camp 

km 35 ruang SFM PT. Sumalindo Lestari Jaya IV. 

Bukti implementasi lapangan: 

Hasil wawancara pada saat konsultasi publik tanggal 24 April 2018, di 

Desa Long Paay secara umum masyarakat sudah mengenal beberapa 

kawasan lindung, terutama sempadan sungai, dimana perusahaan 

tidak boleh melakukan kegiatan pemanenan di lokasi tersebut.   

Seluruh partisipan telah mengetahui keberadaaan kawasan lindung 

yang ada di PT. PT. Sumalindo Lestari Jaya IV.  keberadaan BP Segah 

sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 4 kampung telah 

membantu secara tidak langsung kepada persepsi seluruh masyarakat 

tentang keberadaan kawasan lindung yang tidak boleh diganggu.   

Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan 

kawasan lindung 

hasil tata ruang 

areal/land scaping 

sesuai RKL/RPL. 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Laporan pelaksanaan RKL-RPL secara rutin dibuat setiap Semester 

mulai tahun 2013.  Dalam laporan RKL-RPL tersebut dimuat laporan 

pengelolaan kawasan lindung yaitu: 

a. Buffer Zone Hutan Lindung: tata batas, pemasangan papan nama, 

pengamanan/perlindungan. 

b. Zona konservasi: Pengamanan/perlindungan  

c. Sempadan Sungai: Penataan batas, pengamanan/perlindungan 10 

m kiri kanan, tidak melakukan penebangan, tidak melakukan 

penimbunan hasil galian, pemasangan papan nama, papan 

informasi, pelarangan, peringatan, penanaman pengayaan. 

d. KPSL: inventarisasi dan identifikasi jenis fauna endemik, dilindungi, 

penataan batas, pemasangan papan nama, papan peringatan, 

himbauan dan larangan, pengamanan/perlindungan di lokasi 

koridor satwa. 

e. KPPN: Inventarisasi dan identifikasi jenis flora, endemik dan 

dilindungi, penataan batas, kontrol periodik, pemasangan papan 

nama, papan informasi dan larangan. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan kondisi kawasan lindung sesuai 

dengan posisi geografis dan ditemukan tanda-tanda pengelolaan, 

sperti:  

a. Sempadan anak sungai Keheling dengan lebar 10m (blok RKT 

2018) pada titik koordinat 20 8’ 10” N dan 1160 51’ 12” E. Terdapat 

papan nama.  Terdapat tanda batas yang masih dapat dikenali.  

b. Buffer Zone Gunung Kujo pada titik koordinat 20 13’ 11” N dan 1160 

49’ 18” E (batas dengan Blok RKT 2017).  Terdapat papan nama, 

terdapat tanda batas yang masih dapat dikenali. 

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap 
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seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. 

Kesimpulan Indikator 3.1 27/27 = 100% (Baik) 

 

2. Indikator 3.2. : Perlindungan dan pengamanan hutan 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.2.1  

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Menurut dokumen RKU revisi tahun 2016,  Jenis-jenis 

gangguan hutan yang telah diidentifikasi dan tindakan 

perlindungan hutannya adalah: 

a. Gangguan hutan akibat perbuatan manusia meliputi: 

perladangan, perambahan hutan, pencurian kayu 

atau penebangan liar, penyelundupan hasil hutan 

dan satwa liar, perburuan liar. Direncanakan dengan 

tindakan monitoring kegiatan perladangan dan 

pelaporan kepada instansi kehutanan, penyuluhan 

untuk bertani menetap, pemberian kesempatan kerja 

kepada penduduk lokal, membuak hutan 

kemasyarakatan dan pengembangan usaha 

masyarakat, monitoring dan kerjasama dengan 

instansi terkait bila ada kegiatan ilegal logging, 

penyelundupan hasil hutan, perburuan liar dan satwa 

liar, pemasangan papan larangan berburu. 

b. Gangguan hutan akibat erosi, meliputi: pembuatan 

jalan dengan perencanaan yang baik, pemeliharaan 

badan dan saluran drainase air. 

c. Kebakaran hutan, meliputi: pembangunan menara 

api untuk areal yang dapat menjangkau 20.000 

ha/menara api, membuat Ilaran Api/Sekat pada 

setiap Batas Blok RKT.  Ilaran api ini perupakan jalur 

kuning sekaligus sebagai jalan inspeksi, pemenuhan 

perlengkapan sarana prasarana kebakaran hutan 

dan tenaga pengendalian kebakaran hutan. 

Terdapat SOP perlindungan sesuai dengan potensi 

gangguan yang ada yaitu: 

a. SOP pengukuran erosi dan sedimentasi: LOG-05/P-05-

01, revisi tanggal 2 Maret 2015. 

b. SOP Pengukuran Curah Hujan: LOG-05/P-04-01, revisi 

tanggal 2 Maret 2015. 

c. SOP Pencegahan dan Penanaggulangan Kebakaran: 

LOG-07/P-06-02, tanggal revisi 10 Januari 2018. 

d. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan: LOG-

04/P-07-02, tanggal revisi 2 Maret 2015. 

Hasil telaah terhadap dokumen tersebut, PT.SLJ IV sudah 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 35 dari 73 
 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

melindungi seluruh potensi gangguan dengan standar 

prosedur kerja yang memadai. 

Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis 

gangguan yang ada. 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Sarana dan prasarana perlindungan hutan akibat kegiatan 

ilegal sudah memadaii berupa mobil patroli, pos security 

serta alat pendukung lainnnya seperti alat komunikasi. 

Sarana dan prasarana perlindungan hutan karena erosi 

sudah tercukupi dengan plot pemantauan erosi disetiap 

blok RKT dan pemantauan curah hujan, kelengkapan alat 

berat untuk pemadatan jalan, persemaian, dll.  Namun 

untuk pemantauan sifat fisik dan kimia tanah belum ada 

serta sarana TPS limbah B3 belum sesuai ketentuan. 

Dibidang gangguan kebakaran hutan, menurut laporan 

studi AMDAL tahun 1991, lokasi PT Sumalindo Lestari 

Jaya IV memiliki type iklim A (basah) berdasarkan 

klsifikasi iklim Scdmit dan Ferguson dan bertype hutan 

hujan tropika menurut klasifikasi Iklim Kopea.  Suhu rata-

rata siang hari adalah 27⁰ C.  Dari data tersebut tingkat 

resiko kebakaran tergolong rendah hingga sedang 

apalagi kondisi tutupan lahan berhutan masih diatas 95%.  

Namun demikian tidak menghilangkan kewajiban untuk 

memenuhi ketentuan yang telah diterbitkan pemerintah 

sebagai tindakan antisipasi dalam kondisi darurat.  

Tolok ukur kinerja pemenuhan sarana dan prasarana 

dalkarhutla adalah pasal 52-64 Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. 

PT.Sumalindo Lestari Jaya IV sudah berusaha untuk 

memenuhi ketentuan tersebut, namun jumlah dan fungsi 

sarpras dalkarhutla belum 100%  mencapai standar 

pemenuhan. 

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan 

ketentuan (minimal 50%). 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

SDM Keamanan Hutan: 

Dalam hal pemenuhan tenaga Pamhut,  PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV baru memenuhi sebanyak 2 orang security 

dan 2 orang penjaga malam (waker). Sehingga masih 

memiliki minimal 8 orang tenaga security sesuai ketentuan 

dalam SOP yang dimilikinya, atau 11 orang menurut 

ketentuan Perdirejen PHPA Nomor SK No. 243/Kpts/DJ-

VI/1994. 

SDM Dalkarhutla: 

SDM yang dimiliki berupa 4 regu Dalkarhutla yang belum 

seluruhnya telah mengikuti peningkatan 

kapasitas/kompetensi dalkarhutla. Disamping itu regu 

pendukung dan regu perbantuan (Masyarakat Peduli Api) 
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belum terbentuk.  Ketentuan yang mengikat untk 

pemenuhan SDM perlindungan hutan dari kebakaran 

hutan adalah Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. 

SDM Lingkungan: 

Kecukupan minimal tenaga teknis lingkungan/pembinaan 

hutan pada areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang 

memiliki areal seluas 63.550 Ha menurut Perdirjen PHPL 

No. P.16/PHPL-IPHH/2015 adalah 5 orang Ganis Binhut.  

Adapun Ganis Binhut yang dimilki PT SUMALINDO 

LESTARI JAYA IV sebanyak 4 orang dan 1 orang masih 

menjalani Diklat. 

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan 

kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 

50%). 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Tidakan preemptif, preventif yang telah dilakukan selama 

periode 5 tahun terakhir adalah: 

1. Menyediakan sistem perlindungan hutan berupa 

prosedur-prosedur terkait perlindungan hutan. 

2. Telah menyediakan sarana prasarana perlindungan 

hutan (belum mencukupi). 

3. Telah menyediakan personil perlindungan hutan 

(satpam PH dan Satgas Damkarhut), yang didukung 

dengan adanya lembaga BP-Segah (belum sampai 

memenuhi ketentuan). 

4. Melakukan patroli secara rutin sekali per bulan. 

5. Telah menyampaikan laporan bulanan upaya 

penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, 

dalam hal ini Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim 

C/q. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 

Kemen LHK 

6. Dalam setahun terahir, telah melakukan penyuluhan 

terkait KL di desa Long Pay, Long La’ai, Long Ayap, 

dan Long Oking  

8. Terdapat plang informasi/ himbauan/ larangan terkait 

perlindungan hutan (ancaman kebakaran, 

perlindungan flora dan fauna). 

9. PT. Sumalindo Lestari Jaya IV belum membentuk regu 

pendukung maupun regu perbantuan (MPA) dalam 

rangka menunjang upaya pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan. 

10.Dalam hal ini, PT. Sumalindo Lestari Jaya IV belum 

membuat Peta Rawan Kebakaran. 

11. Dalam hal ini PT. Sumalindo Lestari Jaya IV belum 

melakukan pemantauan hotspot secara daring dan 
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rutin.  

Dengan demikian, telah tada kegiatan perlindungan hutan, 

diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ 

preventif/ represif) dan  mempertimbangkan jenis-jenis  

gangguan yang ada, namun tindakan tersebut masih  

belum memenuhi standar pemerintah, diantaranya 

pemenuhan kecukupan jumlah satuan pengamanan, 

kecukupan kompetensi regu inti dalkarhutla, regu 

pendukung dan regu perbantuan, belum ada pelatihan 

peningkatan kapasitas SDM dalkarhutla, belum melakukan 

pemantauan hotspot secara rutin, dll. 

Tersedia Kegiatan perlindungan diimplementasikan 

melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) 

tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis  gangguan 

yang ada. 

Kesimpulan Indikator 3.2 18/24 = 75 % (Sedang) 

 

3. Indikator 3.3. : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat 

pemanfaatan hutan. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.1  

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air. 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Dalam dokumen RKL-RPL PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

terbitan tahun 1994, diuraikan dampak penting yang 

diperkirakan akan terjadi terkait tanah dan air, yaitu 

perubahan terhadap komponen Fisik-kima tanah, meliputi: 

a. Peningkatan laju erosi pada DAS Segah, Sub DAS 

Mahkam dan Sub DAS Septi.  

b. Perubahan Sifat Fisik-Kimia Tanah pada lokasi 

pembukaan wilayah hutan dan jalan sarad. 

c. Peningkatan sedimentasi pada DAS Segah, Sub DAS 

Mahkam dan Sub DAS Septi.  

d. Perubahan Kualitas Air pada DAS Segah, Sub DAS 

Mahkam dan Sub DAS Septi.  

Penglolaan yang direncanakan menurut RKL-RPL meliputi: 

a. Pemilihan pola tebang dan pola sarad serta Teknik 

pembuatan jalan yang sesuai. 

b. Penempatan lokasi Tpn di areal dengan kelerengan 

tertinggi 

c. Penentuan jalur sarad yang sesuai dengan garis kontur. 

d. Pembuatan sistem perakaran dan parit puncak di areal 

dengan kemiringan 900. 

e. Penanaman dan pengayaan di areal terbuka dan 

kurang permudaan. 
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Pemantauan yang yang direncakanan menurut RKL-RPL 

meliputi: 

a. Sub komponen tanah: parameter lingkungan yang 

dipantau adalah sifat fisik dan kimia tanah, laju erosi 

dan beban sedimentasi. 

e. Sub komponen kulaitas air: parameter lingkungan yang 

dipantau adalah sifat fisik air (kekeruhan, warna, bau), 

sifat kimia air (BOD5, COD, DO, kesadahan air, 

Kandungan NH3, PH air). Pada DAS Segah, Sub DAS 

Mahkam dan Sub DAS Septi.  

Beberapa SOP yang terkait dengan pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah: 

• SOP Pengadaan bibit (No. LOG-04/P-04-01) 

• SOP Pengukuran Curah Hujan (No. LOG-05/P-04-01) 

• SOP Pengukuran Erosi dan Sedimentasi (No. LOG-05/P-

05-01) 

• SOP Pemantauan Air Sungai (No. LOG-05/P-06-01) 

• SOP Penanganan Limbah Bahan Kimia Berbahaya (B3) 

(No. LOG-05/P-07-01) 

• SOP Penggunaan Bahan Kimia Di Persemaian (No. 

LOG-05/P-08-01) 

• SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (LOG-02/P-01-02) 

tanggal 28 Januari 2015. 

• SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Pengayaan ( LOG-04/P-05-01) tanggal 2 Maret 2015. 

Dengan demikian ada beberapa SOP yang belum ada 

sesuai dokumen rencana lingkungan yang dimiliki yaitu: 

SOP Pemantauan sifat Fisik dan Kimia Tanah pada lokasi 

pembukaan wilayah hutan dan jalan sarad. 

Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup 

pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat 

pemanfaatan hutan (minimal 50%). 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Selama lima tahun terakhirPT Sumalindo Lestari Jaya IV V 

telah memilki sarana dan prasarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagai 

berikut: 

a. Satu unit Ombro meter untuk pemantauan curah hujan 

di Base Camp KM 35. ada titik koordinat  20 10’ 28” N 

dan 1160 52’ 14” E. 

b. Persemaian di Base Camp KM 35. pada titik koordinat 

20 10’ 16” N dan 1160 52’ 16” E. 

c. TPS Limbah B3 di KM 35. 20 10’ 24” N dan 1160 52’ 16” 

E. 

d. Plot Pemantauan Erosi di Blok RKT 2014, 2015, 2016, 
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2017. 

e. Stick pengukur tinggi permukaan air di KM 35 (sungai  

septi). 

f. Perangkat pengukuran erosivitas dan sedimentasi 

secara sederhana di KM 35 untuk Plot pemantauan 

erosi. 

Dengan demikian masih terdapat sarana dan prasarana 

yang belum ada, dibandingkan dengan dokumen RKL-RPL 

yang dimiliki, serta ketentuan pemerintah terkait 

penanganan Limbah B3 (Peraturan Pemerintah No. 18 

Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun serta Permen LH nomor 30 tahun 

2009), yaitu: 

a. Belum adanya Izin Tempat Penampungan Sementara 

Limbah B3 dari instansi berwenang.  Upaya yang 

dilakukan untuk mendapatkan TPS berizin sudah 

dilakukan namun kondisi bangunan belum memenuhi 

standar sesuai Permen LH nomor 30 tahun 2009.   

b. Belum adanya sarana dan prasarana Pemantauan Sifat 

Fisik dan Kimia Tanah. 

Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai 

(kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen 

perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi 

dengan baik. 

3.3.3. 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air. 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Kecukupan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air mengacu paada Perdirjen PHPL No. 

P.16/PHPL-IPHH/2015.  Dengan luasan 63.550 Ha, PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV sesuai ketentuan tersebut harus 

memiliki sekurang-kurangnya 5 Ganis PHPL Binhut.  

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV, hingga April 2018 

memiliki kecukupan tenaga Ganis Binhut yang sudah 

definitif sebanyak 4 (empat) orang atau 80%. Masing-

masing adalah: 

1. Gustani/Reg: 01280-13/BINHUT/XX/2013. Berlaku 

hingga 24 September 2019. 

2. Ir. Slamet/Reg: 01463-11/BINHUT/XX/2014. Berlaku 

hingga 10 Maret 2020. 

3. Nirwansyah, S.Hut/Reg:02009-13/BINHUT/XX/2016.  

Berlaku hingga 29 Maret 2019. 

4. Syarifudin, A.Md/Reg: 02190-13/BINHUT/XX/2016.  

Berlaku hingga 18 Desember 2019. 

Adapun sdr. Sudirman, AMJ, satu orang calon Tenaga 

Ganis Binhut masih mengikuti pendidikan dan pelatihan di 

BPHP Wilayah XI Samarinda.   

Pada tanggal 11 Mei 2018, PT Sumalindo Lestari Jaya IV 
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mengirimkan dokumen kartu Ganis Binhut sdr. 

SudirmanAMJ/Reg: 02540-11/BINHUT/XX/2018, Berlaku 

dari tanggal 11 Mei 2018 s/d 10 Mei 2021.  Dengan 

demikian kecukupan tenaga Binhut telah lengkap 100%. 

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan 

kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan 

ketentuan. 

3.3.4. 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air 

(teknis sipil dan vegetatif). 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Rencana penglolaan yang direncanakan dalam menekan 

dampak terhadap tanah dan air menurut RKL-RPL meliputi: 

a. Pemilihan pola tebang dan pola sarad serta Teknik 

pembuatan jalan yang sesuai. 

b. Penempatan lokasi Tpn di areal dengan kelerengan 

tertinggi 

c. Penentuan jalur sarad yang sesuai dengan garis kontur. 

d. Pembuatan sistem perakaran dan parit puncak di areal 

dengan kemiringan 900. 

e. Penanaman dan pengayaan di areal terbuka dan kurang 

permudaan. 

Realisasi pengelolaan terhadap rencana poin a,b,c dan d. 

Sudah tertuang dalam implementasi pemanenan ramah 

lingkungan sesuai SOP nomor: (LOG-02/P-01-02) tanggal 

28 Januari 2015, serta telah diimplementasikan, meskipun 

hasil monitoring berkala bernilai KURANG.  Realisasi dan 

implementasi pengelolaan poin (e) tertuang pada laporan 

pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

yang dibuat setiap triwulan dan semester.  Bukti dokumen 

tersebut diperlihatkan mulai tahun 2013 hingga tahun 2017.  

Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman areal tanah 

terbuka bekas TPN dan TPK serta penanaman kiri kanan 

jalan.  Bekas jalan sarad tidak dilakukan pengayaan 

ataupun rehabilitasi dengan alasan daya pemulihan alami 

(suksesi) hutan di PT Sumalindo Lestari Jaya IV tergolong 

cepat. Dari hasil pengamatan di lapangan pada Blok RKT 

2016, memang terlihat adanya pemulihan tutupan tanah 

terbuka pada bekas jalan sarad dengan tumbuhan perintis 

macaranga dan jabon. Disamping itu tumbuhan bawah 

berupa coper crops sebagian sudah menutup badan jalan 

sarad yang masih terkena sinar matrahari.  Namun 

demikian, tujuan rehabilitasi jalan sarad yang berada dalam 

blok tebangan bukan hanya untuk tujuan tutupan vegetasi 

tetapi bertujaun pula untuk mempercepat proses pemulihan 

sifat fisik tanah akibat pemadatan, mempercepat infiltrasi air 

dalam tanah hutan serta bertujaun agar komposisi jenis dan 

struktur tegakan pada blok tebangan tersebut dapat 

diperbaiki, karena areal bekas tebangan termasuk kedalam 

areal permudaan yang kurang.  
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Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan 

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 

50%). 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Rencana pemantauan terkait konservasi tanah dan air  

menurut dokumken RKL-RPL adalah: 

a. Sub komponen tanah: parameter lingkungan yang 

dipantau adalah sifat fisik dan kimia tanah, laju erosi dan 

beban sedimentasi. 

b. Sub komponen kualitas air: parameter lingkungan yang 

dipantau adalah sifat fisik air (kekeruhan, warna, bau), 

sifat kimia air (BOD5, COD, DO, kesadahan air, 

Kandungan NH3, PH air). Pada DAS Segah, Sub DAS 

Mahkam dan Sub DAS Septi.  

Laju erosi dan potensi beban sedimentasi di setiap Blok 

RKT dipantau melalui Plot pengukuran erosi dan sedimen 

yang diukur selama 3 tahun. Plot pemantauan diBlok RKT 

2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.  Hasil laporan 

pemantauan didokumentasikan dalam dokumen internal 

Laporan Bulanan Environment.  Selain hasil pengukuran 

laju erosi dan sedimentasi, didalam laporan tersebut juga 

terdapat realisasi tanaman kiri-kanan jalan, pembibitan di 

persemaian, pengukuran curah hujan, monitoring satwa liar 

serta pengukuran tinggi muka air.   

Disamping itu kegiatan tersebut dicatat pula dalam 

dokumen laporan eksternal yaitu Laporan Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ssecara rutin. 

Paramaeter sifat fisik dan kimia air permukaan (sungai), 

dipantau melalui kerjasama dengan pihak lain yaitu 

Laboratorium Unmul di Samarinda.  Periode pengukuran 

dua kali dalam setahun.  Adapun lokasi pengambilan 

sampel air disesuaikan dengan sungai yang berada dalam 

RKT berjalan. Lokasi pemantauan kualitas air hanya 

dilakukan pada sungai Septi di KM 35 yang mewakili RKT 

2013, 2014, 2016, 2017, dan  dan Sungai Gungguang untuk 

RKT 2009 yang berdampak ke kampung. 

Parameter yang belum dipantau sesuai dokumen rencana 

pemantauan dalam RKL-RPL adalah sifat fisik dan kimia 

tanah akibat dampak PWH pada masing-mmasing Blok 

RKT. 

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 

50%. 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

untuk parameter laju erosivitas dan sedimentasi, kualitas 

fisik dan kimia air  (hasil uji lab) disajikan dalam laporan 

bulanan environment yang masih dapat diakses terhadap 
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data mulai tahun 2014 hingga Maret 2018. 

Kecenderungan hasil perhitungan pemantauan erosi secara 

mandiri tersebut menunjukkan tingkat erosi yang rendah, 

namun ada beberapa nilai laju erosi pada pemantauan 

pertama yang tinggi diatas standar, selanjutnya menurun 

seiring adanya pemulihan lahan dengan suksesi alami dan 

upaya rehabilitasi.  

Hasil analisis kualitas air yang dilakukan dua kali dalam 

satu tahun yang diperlihatkan adalah  hasil uji laboratorium 

kulaitas air periode 25 Februari 2014 s/d 5 Februari 2018 

(tujuh kali).  

Menurut informasi dalam dokumen laporan AMDAL 1999, 

tiga jenis tanah yang tersebar di areal PT Sumalindo Lestari 

Jaya IV tergolong jenis tanah peka terhadap erosi, yaitu 

tanah komplek, podsolik merah kuning serta tanah 

organosol.   

Hasil pengamatan langsung pada saat setelah hujan, 

kondisi air sungai Septi cenderung keruh.  Air sungai septi 

ini digunakan untuk kegiatan MCK di Base Camp KM 35. 

Kekeruhan kembali menurun setelah beberapa jam hujan 

berhenti.  Hal ini mengindikasikan adanya erosi dan 

sedimentasi yang yang terlarut dalam aliran permukaan 

sungai Septi yang mengindikasikan proses pemulihan 

tutupan lahan belum mencapai 100%. 

Adanya indikasi erosi yang berat terjadi pada Blok RKT 

2017 pada titik koordinat 20 12’ 56” N dan 1160 49’ 19” E.   

Dampak erosi yang yang terjadi RKT tahun 2018 pada 

Triwulan I sudah dilaporkan oleh bagian lingkungan PT 

SUMALINDO LESTARI JAYA IV dengan kondisi erosi tanah 

diatas ambang batas yaitu berat sampai sangat berat. 

Sedangkan untuk kualitas air menunjukkan nilai parameter 

BOD diatas ambang batas yaitu 6mg/ltr, nilai NH3 diatas 

ambang batas yaitu 0,5mg/ltr.   

Meskipun demikian, Manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya 

IV telah berupaya untuk mengurangi dampak tersebut 

seperti pembuatan sedimentasi trap yang diverifikasi pada 

titik koordinat 20 8’ 11” N dan 1160 51’ 15” E.  Upaya-upaya 

teknik vegetatif sudah dilakukan pada kiri kanan jalan serta 

bekas TPn dengan menanam tanaman dipterocarpaceae 

dan sungkai. 

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan 

penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya 

pengelolaan dampak sesuai ketentuan. 

Kesimpulan Indikator 3.3 26/36 = 72,22% (Sedang) 
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4. Indikator 3.4. : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka 

(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan 

endemic. 

 

Nomor &  Judul 

Verifier 
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3.4.1 

Ketersediaan 

prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau 

langka, jarang, 

terancam punah dan 

endemik mengacu 

pada perundangan/ 

peraturan yang 

berlaku 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Beberapa hal yang dapat diinformasikan dalam SOP Indentifikasi, 

Pemantauan dan Pengelolaan Vegetasi (No. LOG-05/P-02-04), terbit 

tanggal 4 Januari 2018 adalah: 

a. Identifikasi vegetasi hutan dilakukan terhadap seluruh strata 

tegakan dari mulai semai, pancang, tiang dan pohon dan 

dilakukan untuk seluruh kategori tumbuhan. 

b. Analisis data vegetasi dilakukan dengan cara menghitung 

parameter: diameter, luas bidang dasar, kerapatan jenis, 

kerapatan relatif jenis, frekwensi suatu jenis, frekwensi relatif, 

dominansi suatu jenis, dominansi relatif jenis, indeks nilai penting 

dan indeks keragaman jenis memakai format (Shannon-Wiener) 

atau H’. 

c. Prosedur identifikasi tersebut dibuat terhadap seluruh status 

konservasi jenis tertentu:  berdasarkan undang-undang (PP 

nomor.7/1999), Redlist IUCN (1994 dan 2001) dan Appendix 

Cites tahun 2009. 

d. Kegiatan identifikasi dilakukan terhadap seluruh kawasan 

lindung, periode identifikasi satu tahun sekali. 

Beberapa hal yang dapat diinformasikan dalam SOP Indentifikasi, 

Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar (No. LOG-05/P-03-02), 

terbit tanggal 2 Maret 2015, adalah: 

a. Pengamatan dengan jalur permanen sample plot (PSP) yaitu 

dengan cara pengenalan jenis fauna, pemantauan jejak dan 

pertemuan langsung pada seluruh kompartemen (landscaping) 

areal baik pada virgin forest, LOA maupun kawasan lindung. 

b. Survey malam untuk satwa liar nokturnal pada Blok RKT berjalan 

dan blok bekas tebangan tahun sebelumnya, dilakukan setiap 

dua minggu sekali. 

c. Metode pengamatan jejak: kaki (foot print), kotoran, sisa 

makanan, sarang, dll. Lokasi pengfamatan dilakukan di MR, SR 

dan jalan sarad baik pada blok tebangan maupun pada blok 

tebangan tahun sebelumnya.  Dilakukan setiap bulan. 

d. Rutinitas pengamatan satwa liar selanjutnya dilakukan pada 

ET+1, ET+3, ET+5, ET+7, ET+10, ET+15 dan ET+20.   

e. Analisis data fauna dilakukan dengan cara menghitung Kekayaan 

Jenis (indeks diversitas Margalef, Heterogenitas (kelimpahan 

jenis)/indeks shannon Wiener serta Dinamika Komunitas. Untuk 

menghitung Dinamika Komunitas ini diperlukan data secara 

teratur (time series) pada lokasi yang sama.  Data pembanding 

dalam waktu yang pendek belum dapat memberikan gambaran 

menyeluruh dari kondisi keanekaragaman atau dinamika 
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komunitas.  Adanya dinamika komunitas berkaitan erat dengan 

perubahan kondisi vegetasi sebagai habitat satwa sebelum 

kegiatan pembalakan dengan kegiatan setelah pembalakan. 

f. Selanjutnya, terhadap jenis-jenis yang teridentifikasi dilakukan 

identifikasi berdasarkan status konservasi baik berdasarkan 

undang-undang (PP no:7 tahun 1999, Redlist IUCN (1994 dan 

2001) dan Appendix Cites. Terhadap jenis yang tidak masuk 

kategori konservasi diatas selanjutnya dikelompokkan kedalam 

kategori Indeterminate. 

Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin. 

 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Kegiatan implementasi identifikasi dilakukan setiap   tahun, terdapat 

dalam dokumen RKL-RPL semester I dan II tahun 2015, semester I 

dan II  tahun 2016, Triwulan I s/d IV tahun 2017 dan triwulan I tahun 

2018.   

Disamping itu pada Februari tahun 2016, terdapat laporan 

Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi pada PT. Sumalindo Lestari jaya 

Unit IV.  Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh konsultan Meganesia 

Tirta Foresta pada rentang November s/d Desember 2015.  Hasil 

identifikasi tersebut memberikan informasi bahwa terdapat jenis-jenis 

flora dan fauna dengan berbagai kategori konservasi, yaitu: 

Taksa Total Jenis 

Kategori Konservasi 

IUCN CITES 

D E CR EN VU API AP  II 

Vegetasi 113 (31 RTE) 14 5 7     3 6 

Mamalia 21 (18 RTE)   4 9 5 9 11 2 

Burung 55 (25 RTE) 1   3 2 11 19 1 

herpetofauna 3 (3 RTE)   2 1 1 2 2 1 

Ket: D=dilindungi, E=Endemik, M=Migrasi. RTE=(rare, threatened, 

endangered), CR=critical, EN=Endangered, VU=Vulnerable. 

Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator 3.4 12/12 = 100% (Baik) 
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5. Indikator 3.5. :   Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemic 

Nomor &  Judul 

Verifier 
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3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

SOP Indentifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan 

Vegetasi (No. LOG-05/P-02-04) yang terbit tanggal 4 

Januari 2018, telah mengacu pada peraturan 

perundangan (PP no.7 tahun 1999), Redlist IUCN terbaru 

tahun 2001, Appendix CITES tahun 2009.  SOP tersebut 

memberikan iformasi tatacara pengelolaan terhadap 

flora dilindungi, endemik, langka, jarang dan terancam 

punah, yaitu dengan cara: 

b. Penandaan batas kawasan lindung sebagai habitat 

flora dilindungi 

c. Penandaan pohon dilindungi pada blok tebangan 

(label kuning). 

d. Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat 

sekitar. 

e. Pembuatan papan informasi: himbauan dan 

larangan. 

f.  Membuat papan nama pohon dilindungi pada tepi 

jalan. 

g. Pelarangan aktivitas: mengambil buah, madu dan 

HHNK lainnya. 

h. Pembuatan pembibitan/persemaian jenis-jenis 

pohon dilindungi termasuk anggrek dan tumbuhan 

obat. 

i. Monitoring secara berkala. 

Bentuk pengelolaan tersebut dilakukan terhadap seluruh 

jenis dilindungi yang ditemukan di dalam areal izin. 

Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Menurut hasil identifikasi HCV yang dilakukan pada 

seluruh areal secara porposive sampling di areal PT. 

SUMALINDO LESTARI JAYA IV ditemukan 117 vegetasi 

3 jenis diantaranya merupakan flora dilindungi yaitu, 

tengkawang batu (Shorea seminis Slooten), kruing buluh 

(Dipterocarpus convertus Slooten) dan Kantong semar ( 

Nepenthes gracilis Korth).  Selain itu ditemukan pula 14 

jenis status CR, 5 Jenis status EN, 7 jenis status VU dan 

6 jenis Endemik. 
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Adapun rekomendasi pengelolaan terhadap hasil 

identifikasi tersebut adalah: 

a. Pengayaan jenis yang disiapkan pada nursery. (belum 

seluruhnya dilakukan, karena jenis tengkawang batu 

(Shorea seminis Slooten), kruing buluh (Dipterocarpus 

convertus Slooten) belum banyak ditemukan di 

pembibitan. 

b. Menggunakan sistem pembalakan ramah lingkungan 

(RIL), sudah dilakukan, namun beberapa efektifitas di 

Blok RKT  masih masuk kategori ‘KURANG” (hasil 

evaluasi internal). 

Selain itu, verifikasi juga difokuskan terhadap kegiatan-

kegiatan yang terdapat dalam standar pengelolaan yang 

sudah dibuat (SOP Indentifikasi, Pemantauan dan 

Pengelolaan Vegetasi (No. LOG-05/P-02-04), yaitu: 

1. Penandaan batas kawasan lindung sebagai habitat 

flora dilindungi:   

Telah dilakukan setiap tahun mulai tahun 2013 s/d 

2017.  Persentase penandaan batas selama lima 

tahun terakhir telah mencapai 100%. 

2. Penandaan pohon dilindungi pada blok tebangan 

(label kuning). Sudah dilakukan pada setiap Blok RKT. 

3. Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar. 

Setiap tahun dilakukan dua kali dalam pra RKT dan 

pada saat RKT sah. Sosialisasi ditentukan oleh Badan 

Pengelola SDA Hulu Segah (organisasi 4 kampung). 

4. Pembuatan papan informasi: himbauan dan larangan. 

Pembuatan papan informasi dilakukan disetiap titik 

yang kemungkinan dapat dilihat dan dibaca oleh 

umum. 

5. Membuat papan nama pohon dilindungi pada tepi 

jalan.  Sudah dilakukan  

6. Pelarangan aktivitas: mengambil buah, madu dan 

HHNK lainnya. 

Papan himbauan dan larangan sudah dipasang 

menyebar di sepanjang jalan utama. 

7. Pembuatan pembibitan/persemaian jenis-jenis pohon 

dilindungi termasuk anggrek dan tumbuhan obat. 

Persemaian dibangun di KM.35.  (jumlah bibit untuk 

kategori dilindungi baik menurut peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, maupun peraturan adat 

lokal masih belum memadai). 

8. Monitoring secara berkala. Monitoring dilakukan 

dalam PSP (plot sampling permanen) sebagai 

monitoring flora dan fauna di Blok RKT dan kawasan 
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lindung.  Monitoring baru dilakukan setahun terakhir 

ini. 

Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemic 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Untuk mengetahui adanya gangguan terhadap flora 

dengan kategori konservasi : Dilindungi, Endemik, 

Jarang Langka  dan Terancam punah, maka perlu data 

pembanding dari tahun ke tahun.  Adapun data 

pembanding terhadap jenis-jenis Dilindungi, Endemik, 

Jarang, Langka dan Terancam punah secara time series 

dari tahun ke tahun belum tersedia.  PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV baru memulai membuat sistem 

pemantauan melalui metode pengamatan pada PSP 

pada tahun 2018 dan belum dilakukan analisis 

vegetasinya. 

Hasil studi AMDAL tahun 1991 tidak teridentifikasi 

adanya flora dilindungi sehingga tidak cukup sebagai 

data pembanding terhadap temuan flora-flora dilindungi, 

endemik, jarang, langka dan terancam punah hasil 

identifikasi HCV tahun 2016. Dalam buku laporan Studi 

AMDAL tahun 1991, hanya tercatat pohon-pohon 

dengan penebangan terbatas harus diatas 60cm, yaitu: 

kayu arang (diospyros sp), bayur (pterospermum 

diversifolia) merbau (instia palembanica), dan kruing 

(dipterocarpus sp) menurut peraturan yang berlaku saat 

itu (SK Mentan No:387/KPT/UM/II/1980). 

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species 

flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam 

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin. 

Kesimpulan Indikator 3.5 14/18 = 77,78% (Sedang) 

 

6. Indikator 3.6 :  Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemic 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.6.1 

Ketersedian 

prosedur 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

SOP Indentifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar (No. 

LOG-05/P-03-02), terbit tanggal 2 Maret 2015, telah mengacu pada 

peraturan perundangan (PP no.7 tahun 1999), Redlist IUCN terbaru 
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pengelolaan fauna 

yang dilindungi 

mengacu pada 

peraturan 

perundangan 

yang berlaku, dan 

tercakup kegiatan 

perencanaan, 

pelaksana, 

kegiatan, dan 

pemantauan) 

tahun 2001, Appendix CITES tahun 2009.  SOP tersebut memberikan 

iformasi tatacara pengelolaan terhadap satwa liar dilindungi, 

endemik, langka, jarang dan terancam punah, yaitu dengan cara: 

a. Penentuan lokasi untuk fauna yang dilindungi dengan penandaan 

batas di lapangan seperti KPSL, KPPN, sempadan sungai, dll dan 

dibuatkan papan nama. 

b. Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar. 

c. Pembuatan papan himbauan, larangan. 

d. Larangan aktifitas yang merusak seperti, menangkap ikan dengan 

distrum, racun, dll. 

e. Pembuatan lokasi habitat satwa liar dengan memberikan 

informasi sebagai perlintasan satwa. 

f. Memberikan marka dan perlindungan terhadap beberapa lokasi 

yang dianggap sebagai tempat minum satwa. 

g. Monitoring secara periodik.   

Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang 

dilindungidan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin. 

3.6.2 

Realisasi 

pelaksanaan 

kegiatan 

pengelolaan fauna 

sesuai dengan 

yang 

Direncanakan 

D (2) 

 

Baik 

(3) 

Pada Februari tahun 2016, terdapat laporan Identifikasi Nilai 

Konservasi Tinggi pada PT. Sumalindo Lestari jaya Unit IV.  

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh konsultan Meganesia Tirta 

Foresta pada rentang November s/d Desember 2015.  Hasil 

identifikasi tersebut memberikan informasi bahwa terdapat jenis-jenis 

flora dan fauna dengan berbagai kategori konservasi, yaitu: 

Taksa Total Jenis 

Kategori Konservasi 

IUCN CITES 
D E 

CR EN VU AP I Ap II 

Vegetasi 113 (31 RTE) 14 5 7     3 6 

Mamalia 21 (18 RTE)   4 9 5 9 11 2 

Burung 55 (25 RTE) 1   3 2 11 19 1 

herpetofauna 3 (3 RTE)   2 1 1 2 2 1 

Ket: D=dilindungi, E=Endemik, M=Migrasi. RTE=(rare, threatened, 

endangered), CR=critical, EN=Endangered, VU=Vulnerable. 

Terhadap jenis-jenis yang ditemukan, terbit rekomendasi untuk: 

a. Pemetaan dan sosialisasi areal pendukung (habitat yang telah 

dialokasikan/kawasan lindung) kepada karyawan dan masyarakat, 

sudah dilakukan pada saat pembukaan setiap RKT. 

b. Memiliki standar penebangan ramah lingkungan dan pemasangan 

papan informasi berkaitan dengan perlindungan species satwa 

dan habitatnya.  Sudah dilakukan dengan prosedur penebangan 

ramah lingkungan dan pemasangan papan-papan informasi. 
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c. Mengontrol dan melarang perburuan liar di dalam areal.  Sudah 

dilakukan dengan cara pelibatan masyarakat untuk melarang 

perburuan liar dengan tujuan komersil dan pemasangan papan 

informasi larangan dan himbauan pada titik-titik tertentu di blok 

tebangan dan sepanjang jalan utama. 

d. Menjaga kualitas habitat reparian sebagai sumber air minum 

satwa.  Sudah dilakukan dengan pemberian perlindungan 

terhadap sempadan sungai dengan cara penandaan batas dan 

pemasangan papan informasi. 

e. Menjaga kesinambungan ekosistem secara vertikal yang ada yaitu 

type ekosistem dipterocarpa dataran rendah (<300 mdpl) dan 

ekosistem dipterocarpa dataran tinggi (>800mdpl).  Sudah 

dilakukan dengan mengalokasikan kawasan tertentu sebagai 

sempadan sungai yang menyambung dari bawah arah selatan  

hingga areal Hutan Lindung Gunung Kujo di utara sebagai 

ekosistem reparian yang dituangkan dalam rencana pengelolaan. 

f. Pengayaan flora yang menjadi sumber pakan satwa.  Telah 

dilakukan stock bibit di lapangan, namun realisasi penanaman 

belum ada laporan.   

Selain itu, verifikasi dilakukan terhadap standar pengelolaan yang 

telah dimilki untuk satwa liar yaitu: 

a. Penentuan lokasi untuk fauna yang dilindungi dengan penandaan 

batas di lapangan seperti KPSL, KPPN, sempadan sungai, dll dan 

dibuatkan papan nama.  Sudah dilakukan. 

b. Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar. Sudah 

dilakukan dengan cara memasang banner dan papan informasi di 

base camp dan titik-titik tertentu di sepanjang jalan utama.  

Sosialisasi dilakukan pada setiap pembukaan RKT. 

c. Pembuatan papan himbauan, larangan.  Sudah dilakukan berupa 

pemasangan papan larangan dan himbauan pada titik-titik tertentu 

di sepanjang jalan utama. 

d. Larangan aktifitas yang merusak seperti, menangkap ikan dengan 

distrum, racun, dll. Sudah dilakukan berupa pemasangan papan 

larangan dan himbauan pada titik-titik tertentu di sempadan 

sungai. 

e. Pembuatan lokasi habitat satwa liar dengan memberikan informasi 

sebagai perlintasan satwa. Sudah dilakukan pada titik titik tertentu 

yang sering dijumpai pertemuan satwa. 

f. Memberikan marka dan perlindungan terhadap beberapa lokasi 

yang dianggap sebagai tempat minum satwa. Sudah dilakukan 

dengan pemasangan papan informasi pada titik-titik embung air, 

sungai dan anak sungai. 

g. Monitoring secara periodik.  Monitoring secara periodik sudah 

dilakukan, mulai tahun 2015 dengan ketersediaan data hasil 

monitoring malam. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin. 

3.6.3 

Kondisi species 

fauna dilindungi 

dan/atau jarang, 

langka dan 

terancam punah 

dan endemic 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Sesuai prosedur yang dimiliki yaitu yaitu SOP Indentifikasi, 

Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar (No. LOG-05/P-03-02), 

terbit tanggal 2 Maret 2015, untuk menentukan apakah adanya 

gangguan atau tidak pada species fauna dilindungi, jarang, langka, 

terancam punah dan endemiki diperlukan data Dinamika Komunitas 

terhadap masing-masing status konservasi.   Untuk menghitung 

Dinamika Komunitas ini diperlukan data pembanding dalam waktu 

yang panjang.  Data pembanding dalam waktu yang pendek belum 

dapat memberikan gambaran menyeluruh dari kondisi 

keanekaragaman atau dinamika komunitas.  Pada kondisi di PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV ini, data pembanding (time series) belum 

tersedia untuk jenis-jenis yang ditemukan sesuai hasil identifikasi 

pada November-Desember 2015.   

Namun secara sederhana, auditor membandingkan data 

pembanding hasil studi AMDAL tahun 1991 di lokasi yang sama 

ditemukan species satwa liar yang berkategori dilindungi sesuai 

peraturan yang berlaku saat itu (SK Mentan no 421/Kpts/U/S/1970 

tanggal 26 Agustus 1970, yaitu: Orang Utan (pongo pygmaeus), rusa 

(cervus timorensis), burung raja udang (Alcedo sp), Kuntul (Egretta 

sp) dan Biawak (Hydrosaurus sp).   

Dalam buku laporan Studi HCV yang terbit tahun 2016 tidak lagi 

ditemukan orang utan (pongo pygmaeus), raja udang Alcedo sp), 

Kuntul (Egretta sp).  Dengan demikian secara analisa sederhana 

dapat disimpulkan terhadap sebagian jenis satwa dilindungi 

terdapat gangguan. 

Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan 

oleh pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator 3.6 16/18 = 88,89 % (Baik) 
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D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator 4.1. : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin 

dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

setempat. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.1.1.    

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

D (2) Baik   

(3) 

PT SLJ IV memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum dan atau masyarakat setempat  

yang lengkap dan jelas, yang dituangkan dalam  

dokumen: 

1. Nota Kesepahaman antara PT SLJ Tbk. dan TNC 

serta Masyarakat 5 Kampung (Long Ayan, Long Ayap, 

Long Laai, Punan Mahkam dan Punan Segah) Kec. 

Segah tanggal 1 Juni 2004 Mengenai Program  

Kemitraan Pengembangan Model  Pengelolaan  

Hutan Berbasis Masyarakat melalui Konservasi dan 

Pengelolaan SDA 

2. Final Report Social Impact Assesment (SIA) PT SLJ IV 

Kecamatan Segah Kab. Berau   

3. Dokumen Konsultasi Publik Nilai Konservasi Tinggi 5 

& 6 PT SLJ IV   

4. Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT 

SLJ IV. 

5. Pemantauan Aktivitas Masyarakat Dalam Konsesi 

IUPHHK-HA PT SLJ IV Tahun 2017  

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT SLJ IV dituang 

dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 

2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2013 – 2017 dan Rencana 

Operasional (RO) PMDH Tahun 2013 -2017.  

Verifier 4.1.2.    

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas/rekonstruksi 

batas kawasan secara 

parsitipatif dan penyelesaian 

konflik  batas kawasan 

 

CD (1) Baik   

(3) 

PT SLJ IV telah memiliki mekanisme penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para 

pihak tertuang dalam  SOP Penataan Batas Partisipatif  

dan SOP Resolusi Konflik (yang telah beberapa kali 

dilakukan revisi disesuaikan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku). 

Kedua prosedur tersebut telah disepakati dengan 

masyarakat yang dibuktikan dengan adanya beberapa 

penyelesaian potensi konflik dan proses penataan batas 

partisipatif. 

Verifier 4.1.3.  

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

D (2) Baik   

(3) 

PT SLJ IV telah memiliki mekanisme terkait  pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

masyarakat hokum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfataan 

SDH. 

legal,  lengkap dan jelas yang tertuang dalam SOP 

Kelola Sosial, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat, 

SOP  Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat dan 

SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan. 

Verifier 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/ areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat. 

CD (1) Sedang 

(2) 

Areal PT SLJ IV berada di dalam wilayah adat 4 kampung 

yaitu Kampung Long Pay (Punan Mahkam), Long Laai, 

Long Oking (Punan Segah) dan Long Ayap Kecamatan 

Segah Kabupaten Berau. Penataan Batas Partisipatif 

antar kampung di dalam areal PT SLJ IV sudah dilakukan 

dan dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas 

Partisipatif dan telah disepakati oleh para pihak terkait.   

Hasil observasi lapangan ditemukan tanda batas di 

lapangan (berupa patok kayu) batas antar kebun milik 

masyarakat Long Pay dalam areal PT SLJ IV dan sudah 

dipetakan, namun belum dilakukan penataan batas 

partisipatif di lapangan. 

PT SLJ IV memiliki sebagian  bukti terkait luas dan batas 

areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh 

masyarakat setempat dan telah disepakati para pihak. 

Verifier 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

CD (1) Baik   

(3) 

Dalam kegiatan operasionalnya  PT SLJ IV  telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari para pihak  

dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat sekitar areal  yang dibuktikan 

dengan masih berlangsungnya kegiatan operasional 

perusahaan PT SLJ IV dan terdapat kerjasama serta 

kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat sekitar 

areal terkait dengan kegiatan operasional dan kelola 

sosial PT SLJ IV. 

Berdasarkan pernyataan dari wakil masyarakat 4 

Kampung Kec. Segah (Long Pay, Long Laai, Long Ayap 

dan Long Oking) pada acara Konsultasi Publik  

masyarakat mendukung terhadap operasional PT SLJ IV 

dengan membuat beberapa kesepakatan.  

Kesimpulan Indikator 4.1 20/21 = 95,24% (Baik) 

2. Indikator 4.2. :  Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.2.1.    

Ketersediaan dokumen yang 

menyangkut  tanggung jawab 

sosial  pemegang  izin  sesuai 

dengan  peraturan 

D (2) Baik   

(3) 

PT SLJ IV memiliki dokumen yang lengkap menyangkut 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang 

dalam SK IUPHHK, Dokumen AMDAL, RKUPHHK periode 

2013-2022, RKTUPHHK Tahun 2013 – 2017, RO PMDH     

tahun 2013 – 2017, Laporan Bulanan PMDH   tahun 2013 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

perundangan  yang  relevan. 

 

– 2017 dan BAST Pembayaran Fee Kompensasi Produksi 

RKT 2013 – 2017. 

Verifier 4.2.2.    

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan  kewajiban sosial 

pemegang izin  terhadap 

masyarakat. 

 

D (2) Baik   

(3) 

PT. SLJ IV  memiliki  mekanisme yang lengkap dan legal 

terkait pemenuhan kewajiban sosial  terhadap 

masyarakat  tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP 

Perjanjian Bersama Masyarakat, SOP Akses Masyarakat 

Terhadap Hutan, SOP  Program Beasiswa dan SOP Dana 

Kompensasi kepada Masyarakat serta telah  

diimplementasikan. 

Verifier 4.2.3.  

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen  PT. SLJ IV 

memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola 

Sumber Daya Hutan, ditemukan beberapa  Berita Acara 

Sosialisasi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan 

materi sosialisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (wakil 

dari masyarakat Kampung Long Pay) diperoleh informasi 

bahwa PT SLJ IV belum melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat kampung Long Pay untuk RKT 2018. 

Verifier 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggungjawab sosial 

terhadap 

masyarakat/implementasi hak-

hak dasar masyarakat hokum 

adat dan masyarakat 

setempat dalam pengelolaan  

SDH. 

 

D (2) Baik  (3) Pemenuhan tanggung jawab sosial PT SLJ IV terhadap 

masyarakat yang berada di sekitar areal meliputi : 

1. Rekap Rencana dan Realisasi Kegiatan Kelola 

Sosial/PMDH PT SLJ IV Tahun 2013 – 2017 

2. Rekap Fee Kompensasi Kayu Produksi RKT tahun 

2013 – 2017 

3. Berita Acara Bantuan/ Sumbangan Kelola Sosial PT 

SLJ IV Tahun 2013 – 2017  

4. Kerjasama Perakitan dengan Masyarakat Tahun 2013 

– 2017    

5. Pemanfaatan tenaga kerja lokal tahun 2016 dan 2017 

PT SLJ IV memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat 

sekitar 

Verifier 4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tangungjawab 

social pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

D (2) Baik  (3) Pada periode 5 tahun terakhir (2013 – 2017), PT. SLJ IV 

memiliki bukti yang lengkap tentang laporan/ dokumen  

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang 

izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam laporan 

PMDH PT SLJ IV Tahun 2013- 2017, Berita Acara Serah 

Terima Bantuan/Sumbangan PT SLJ IV Tahun 2013 – 

2017, BAST Fee dan Kompensasi Produksi RKT 2013 – 

2017, Perjanjian Kerja Perakitan dan Penarikan Kayu 

Bulat,  Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi 

Logpond KM 0, Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Badan 

Jalan  serta Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Kesimpulan Indikator 4.2 28/30 = 93,33% (Baik) 

3. Indikator 4.3. :  Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 
antar para pihak. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.3.1.    

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktifitas pengelolaan SDH. 

D (2) Baik   

(3) 

PT. SLJ IV  memiliki data dan informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

yang  lengkap dan  jelas yang tertuang dalam dokumen 

Studi  Penilaian Dampak Sosial, Penilaian Nilai 

Konservasi Tinggi 5 & 6 PT SLJ IV, Final Report Social 

Impact Assessment (SIA) PT SLJ IV, Pemanfaatan 

Tenaga Kerja Lokal, Kerjasama Perakitan dan Penarikan 

Rakit, Peta Lokasi Kebun Masyarakat Adat kampung 

Punan Mahkam (Long Pay) di areal PT SLJ IV skala 1 : 

50.000, Pemantauan Aktivitas Masyarakat Dalam Konsesi 

IUPHHK-HA PT SLJ IV Tahun 2017 dan Perjanjian Sewa 

Logpond KM 0/Sewa Pemakaian Badan Jalan yang 

dilalui logging. 

Verifier 4.3.2.    

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktifitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat . 

D (2) Baik   

(3) 

PT. SLJ IV  memiliki mekanisme mengenai peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  yang 

legal, lengkap dan jelas yang dituangkan dalam SOP  

Kelola Sosial, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat,  SOP 

Dana Kompensasi kepada Masyarakat dan SOP 

Peningkatan Ekonomi Masyarakat. 

Verifier 4.3.3.  

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktifitas ekonomi masyarakat. 

 

CD (1) Sedang 

(2) 

PT. SLJ IV  telah memiliki dokumen rencana pemegang 

izin terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat,  tertuang dalam dokumen 

RKUPHHK HA Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-

HA tahun 2013 - 2017 dan RO PMDH tahun 2013 – 2017 

serta terdapat Kesepakatan antar PT SLJ IV dengan BP 

Segah terkait Fee Kompensasi dan program kelola sosial 

terhadap masyarakat sekitar. 

Program Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT SLJ IV yang 

ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan 

secara lengkap akan tetapi dalam dokumen RKT dan RO 

tahun 2013 – 2017 tidak seluruhnya dapat 

diimplmentasikan. 

Verifier 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktifitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

D (2) Baik   

(3) 

PT SLJ IV telah melakukan kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi : 

1. Realisasi kegiatan peningkatan ekonomi pada lima 

tahun terakhir sebesar  88,25 % 

2. Penyerapan tenaga kerja lokal lingkup Kabupaten 

Berau, rata-rata  26,38 %. 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

3. Kerjasama Perakitan dan Penarikan Kayu Bulat ada 1 

kontraktor  dengan anggota 8 orang/6 orang berasal 

dari masyarakat lokal atau 75 %. 

4. Perbaikan Jalan/Jembatan menuju kampung Long 

Pay dan long Laai untuk mempermudah akses 

masyarakat menuju kota kabupaten (Tanjung 

Redeb). 

Dengan demikian nilai pendekatan kegiatan peningkatan 

peran serta  dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar  

88,25  % + 26,38 % +  75 % = 189,63/3 %  =  63,21 % 

(> 50). 

 

Verifier 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak. 

 

D (2) Baik   

(3) 

PT. SLJ IV memiliki dokumen/laporan mengenai 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

(karyawan,  masyarakat dan pemerintah) yang tertuang 

dalam Rekap Realisasi  kegiatan PMDH tahun2013 - 

2016, Rekap Pembayaran Fee dan Kompensasi Produksi 

Kayu kepada masyarakat sekitar areal tahun RKT 2013 - 

2017, Rekap  Gaji Karyawan PT.  SLJ IV  tahun  2013 - 

2017, Rekap  Pembayaran Upah Kontraktor Rakit tahun 

2013 – 2017 dan Rekap Pembayaran PBB, PPh, BPJS 

Tahun 2013-2017. 

PT SLJ IV memiliki bukti yang lengkap terkait dengan 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. 

Kesimpulan Indikator 4.3 26/27 = 96,29% (Baik) 

4. Indikator 4.4. :   Keberadaan mekanisme resolusi konflik. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.4.1.    

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik. 

 

D (2) Baik   

(3) 

PT SLJ IV memiliki mekanisme resolusi konflik yang 

lengkap dan jelas yang tertuang dalam  SOP  Resolusi 

Konflik dan Struktur Organisasi Tim  Resolusi Konflik 

serta dalam klausul Kontribusi dan Tanggung Jawab 

Masyarakat dalam Nota Kesepahaman  antara  PT 

Sumalindo Tbk.  dengan The Nature Conservancy (TNC)  

dan Badan Pengelola (BP) Hulu Segah  tentang  Program  

Kemitraan  Pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan yang 

dibuat pada tahun 2004. 

Verifier 4.4.2.  

Tersedia peta konflik. 

 

D (2) Sedang 

(3) 

PT SLJ IV memiliki dokumen terkait pemetaan konflik 

tertuang dalam Pemetaan Kasus/Potensi Konflik di areal 

PT SLJ IV, dokumen tersebut meliputi Identifikasi Potensi 

Konflik yang mungkin timbul, Alternatif Pencegahannya, 

Prioritas Tindakan dan Pemantauan/ Evaluasi terhadap 

Konflik serta terdapat dokumen Pemantauan Aktivitas 

Masyarakat dalam Konsesi IUPHHK-HA PT SLJ IV Tahun 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2017. 

PT SLJ IV belum memiliki dokumenPemetaan Konflik 

yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada Pemegang 

Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. 

Verifier 4.4.3.  

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

parapihak. 

D (2) Sedang 

(2) 

PT SLJ IV memiliki Struktur Organisasi Tim Resolusi 

Konflik, Sumberdaya Manusia  serta Uraian Tugas dan 

Tanggung Jawab. 

Di kampung  sekitar areal PT SLJ IV telah dibentuk Badan 

Pengelola   Hutan Hulu Segah ( BP Hulu Segah) pada 

tahun 2004, yakni suatu lembaga perwakilan dari 

masyarakat sekitar untuk penyelesaian sengketa dengan 

pihak perusahaan dan lembaga tersebut merupakan 

perpanjangan tangan dari 4 kampung sekitar (Kampung 

Long Pay, Long Laai, Long  Oking dan Long Ayap). 

Sedangkan  dalam pendanaan  Penyelesaian Konflik PT 

SLJ IV  telah mengalokasikan dana untuk Penanganan 

Konflik dalam Annual Plan pada Account Pembinaan 

Masyarakat Desa Hutan, akan tetapi tidak dirinci (masih  

tergabung dengan biaya kegiatan sosial lainnya). 

Verifier 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi. 

D (2) Baik   

(3) 

Hasil telaahan dokumen 5 tahun terakhir dan wawancara 

dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa 

pada bulan Pebruari 2016 terjadi konflik antara PT SLJ IV 

(security) dengan warga kampung Tepian Buah ( 

kampung diluar konsesi PT SLJ IV) terkait perihal 

larangan berburu, akan tetapi konflik tersebut telah 

diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan serta 

telah dibuat kesepakatan secara tertulis yang dibuat  

pada 28 Februari 2016. 

Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar areal 

diperoleh informasi bahwa selama 5 tahun terakhir tidak 

terdapat konflik yang serius antara masyarakat kampung 

sekitar dengan PT SLJ IV, permasalahan atau kasus yang 

timbul sampai saat ini masih dapat diselesaikan secara 

musyawarah dan kekeluargaan serta tidak sampai 

mengganggu operasional perusahaan 

Kesimpulan Indikator 4.4 20/24 = 83,33% (Baik) 
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5. Indikator 4.5. :  Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja. 

Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

Verifier 4.5.1.    

Adanya hubungan industrial 

 

D (2) Sedang 

(2) 

PT SLJ IV telah merealisasikan hubungan industrial yang 

dibuktikan dengan adanya Peraturan Kerja Bersama PT 

SLJ  Global Tbk. Periode 2013 – 2015 dan Periode 2016-

2018, yang telah disahkan  Kepala  Disnakertrans 

Provinsi Kalimantan Timur dan  masa berlakunya sampai 

30  April 2018 dan telah dilakukan Sosialisasi kepada 

karyawannya pada tanggal 2 Juli 2016. 

Di Pihak Mitra (PT Permata Sanimardani) terdapat 

Peraturan Perusahaan  Periode 2015 – 2017 dan Periode 

2017 – 2019 yang telah disyahkan Disnakertrans Prov. 

Kaltim Nomor : KEP.560/2076/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 

tanggal 21 Juni 2017 dengan berlaku sampai 20 Juni 

2019. 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan hasil 

wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa 

karyawan telah mengetahui dan memahami isi dari PKB 

atau PP tersebut, namun baru sebagian yang telah 

diimplementasikan. 

Verifier 4.5.2.  

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi  

tenaga kerja 

 

D (2) Baik   

(3) 

PT SLJ IV telah merealisasikan   pengembangan 

kompetensi karyawannya, pada tahun 2013-2017 PT SLJ 

IV merencanakan pelatihan sebanyak 100 orang dan 

terealisasi sebanyak 92 orang atau sebesar 92 %. Sedang 

dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SLJ IV memiliki 21 

orang Ganis PHPL (Kurpet =1, Canhut = 4, Nenhut = 3, 

Binhut =5 (1 orang masih Diklat) dan PKB-R = 8), dan 

telah memenuhi dengan Perdirjen P.16 tahun 2015. 

Verifier 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

 

D (2) Sedang 

(2) 

PT SLJ IV memiliki dokumen terkait standar jenjang karir 

yang tertuang dalam PKB PT SLJ Global Tbk. Periode 

2016 – 2018 (Pasal 17 sampai 20), SOP Seleksi dan 

Rekrutmen, SOP Penilaian Karyawan, SOP Surat 

Keputusan Pengangkatan Karyawan  dan SOP Surat 

Keputusan Mutasi Karyawan, namun mekanisme yang 

ada baru sebagian diimplementasikan. 

Verifier 4.5.4.  

Adanya Dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya 

D (2) Sedang 

(2) 

PT SLJ IV memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan yang lengkap tertuang dalam 

Bab VI – Bab VIII (Pasal 35 – 71) PKB PT SLJ Global Tbk. 

Periode 2016 – 2018,  namun implementasinya baru 

sebagian, hal-hal yang belum diimplementasikan antara 

lain : 

1. Pembagian perlengkapan kerja untuk karyawan 

(sepatu boat) tidak rutin dilakukan oleh perusahaan. 

2. Perlengkapan Survey sudah waktunya diperbaharui 

namun belum ada penggantian padahal sudah 
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Nomor &  Judul 

Verifier 
Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

diusulkan. 

3. Fasilitas Mes karyawan (kasur) untuk sebagian 

karyawan sudah tidak layak namun belum mendapat 

ganti (padahal sudah diusulkan) 

Kesimpulan Indikator 4.5 18/24 = 75,00% (Sedang) 

 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1         : Kepastian areal IUPHHK-HA 

No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

1. 1.1.1.a 

Dokumen legal terkait 

perizinan usaha (SK IUPHHK) 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen legal terkait 

perizinan usaha yaitu sbb : 

1. Tersedia dokumen SK IUPHHK-HA yaitu berupa 

Keputusan Menteri Kehutanan  No. 582/Menhut-II/2009 

tanggal 02 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. 

Sumalindo Lestari Jaya IV atas Areal Hutan Produksi 

seluas ± 63.550 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.  

Jangka waktu perpanjangan izin adalah 45 (empat puluh 

lima) tahun dan berlaku efektif mulai 6 April 2010. SK 

IUPHHK-HA tersebut ditandatangani oleh Menteri 

Kehutanan H.M.S Kaban di Jakarta pada tanggal 2 

Oktober 2010, dan terdapat Cap dari kementerian 

kehutanan atau tanda tangan dan cap dari Biro Hukum 

dan Organisasi Kementerian Kehutanan oleh Suparno, SH/ 

NIP. 195005141983031001. 

2. Tersedia Peta Lampiran SK. IUPHHK, yaitu berupa Peta 

Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

dalam Hutan Alam PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 

(perpanjangan) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 

Timur Luas ± 63.550 Ha, Skala Peta 1 : 250.000. Peta 

Lampiran ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S 

Kaban tanggal 2 Oktober 2009.   

3. Surat Direktur PT. SLJ Global Tbk kepada Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

006/SLJ/DIR/RG/JKT/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal 

Penjelasan Atas Perubahan Nama Perusahaan PT. 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi PT. SLJ Global Tbk 

berdasarkan akte notaris Rismalena Kasri SH nomor 5 

tanggal 17 Januari 2013 dan SK Menkumham Nomor 

AHU-25591.AH.01.02 tanggal 14 Mei tahun 2013. Bahwa 

perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi status unit 

manajemen IUPHHK yang dikelolanya, sehingga dengan 

demikian PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang berganti 
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No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

nama menjadi PT. SLJ Global Tbk tetap mengelola 

langsung unit manajemen IUPHHK-HA PT. Sumalindo 

Lestari Jaya IV. 

4. Tersedia dokumen legalitas lainnya seperti : 

a. Akte pendirian perusahaan disahkan oleh Notaris Ny. 

Rukmasanti Hardjasatya, SH No, 10 tanggal 27 Januari 

1980 

b. Akte perubahan tentang kepemilikan saham dan 

pengurus perusahaan disahkan oleh Notaris Benny 

Kristianto, SH, No, 55 tanggal 27 Juni 2011. 

c. Akte Perubahan dengan Notaris Rismalena Kasri, SH 

Nomor 5 tanggal 17 Januari 2013. 

d. Akte perubahan, Akta Notaris Rismalena Kasri, SH 

Nomor: 11 tanggal 13 Oktober 2017 tentang 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa PT SLJ Global Tbk. 

e. Akte perubahan terakhir, Akta Notaris Rismalena Kasri, 

SH Nomor: 12 tanggal 13 Oktober 2017 tentang 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Tahunan Tahun Buku 2016 PT SLJ Global Tbk. 

f. Terdapat Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor : 

PEM-05871/WPJ.14/KP.0203/2013 tanggal 22 Juli 2013 

g. Terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 

PT. SLJ Global Tbk nomor 01.001.872.9-722.001. 

h. Terdapat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 

17.01.1.16.00836 berlaku sampai dengan 12 Juni 2020 

dikeluarkan oleh Kepala BPPTSP Kota Samarinda. 

i. Terdapat Izin Usaha Tetap dari Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

18/T/Kehutanan/Pekerjaan Umum/2004 yang diubah 

dari nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi 

Nama PT. SLJ Global Tbk sesuai Surat Izin Perubahan 

Nomor 2/64/IU-PB/PMDN/2013 

2. 1.1.1.b 

Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 

Tidak berlaku untuk 

Pemegang Hak Pengelolaan 

M Terdapat Surat perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan 

Hutan Alam (revisi) Nomor S.08/VI-BIKPHH/2010 tanggal 6 

Januari 2010. 

Berdasarkan SPP IUPHHK-HA tersebut kewajiban 

pembayaran IIUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

sejumlah : Rp.4.289.625.000,- (Empat Milyar Dua Ratus 

Delapan Puluh Sembilan Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta 

Rupiah) 

Terdapat Bukti Setor yaitu berupa : 

- Bukti Setor IIUPHHK PT. Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 

31 Maret 2010 dari HSBC Ref No. 001138 senilai Rp 
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No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.072.406.250,- 

- Bukti Setor IIUPHHK PT. Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 

10 Juni 2010 dari HSBC Ref No 001314 senilai Rp 

1.608.600.000,- 

- Bukti Setor IIUPHHK PT. Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 

16 Juli 2010 dari HSBC Ref No 0001223 senilai Rp 

1.608.618.750,- 

Berdasarkan 3 (tiga) Bukti setor tersebut maka total 

pembayaran IIUPHHK-HA adalah sejumlah Rp.  

4.289.625.000,-  (empat milyar dua ratus delapan puluh 

sembilan juta enam ratus dua puluh limaribu rupiah), sesuai 

dengan SPP. 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang 

sah di luar kegiatan IUPHHK 

(jika ada) 

NA Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

tidak terdapat data dan informasi tentang izin usaha yang sah 

di luar kegiatan IUPHHK 

 

PRINSIP 2  :   Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

4. 2.1.1.a 

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ 

Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

meliputi : 

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang 

disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis 

PHPL Timber Cruising dan/atau 

Canhut 

2. Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH  dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval 

3. Peta rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut 

M  Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan 

Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh 

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022, PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV.  Dokumen Revisi 

RKUPHHK-HA telah disahkan sesuai SK. Nomor 

SK.888/Menlhk-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 03 

Maret 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana 

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 

Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) 

Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV Provinsi Kalimantan Timur. 

 Revisi RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

dikarenakan adanya perubahan tata ruang yang 

tertuang dalam peta penunjukan kawaan hutan 

sesuai SK Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 

tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan 

TImur dan Kalimantan Utara yang menyebabkan 

luasan areal efektif menjadi berubah . 

 Terdapat dokumenRKTUPHHK-HAPT.Sumalindo 

Lestari Jaya IV Tahun2017 beserta lampirannya yang 

telah disahkansecara self approval olehDirektur 

Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas nama Amir 

Sunarko sesuai dengan SK Nomor 
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No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

001/SLJ/Kpts/RKT/ DIR/AS/SMD/I/2017 tanggal 05 

Januari 2017 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA 

Tahun 2017 Skala 1 : 50.000 dan Peta Penilaian 

Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu (PWH) 

Skala 1 : 25.000. 

 Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT.Sumalindo 

Lestari Jaya IV Tahun2018 beserta lampirannya yang 

telah disahkan secara self approval oleh Direktur 

Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas nama Amir 

Sunarko sesuai dengan SK Nomor 

003/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2018 tanggal 23 

Februari 2018 dan dilampiri 3 peta yaitu Peta 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Skala 1 : 50.000, Peta 

Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu (PWH) 

Skala 1 : 25.000 dan Peta Penetapan Lokasi TPK 

Hutan Skala 1 : 25.000. 

 Terdapat Ganis Canhut atas nama Obetnego, No. 

Reg. 00738-13/CANHUT/XX/2012 berlaku sampai 

dengan 26 Mei 2018 yang telah membuat Peta 

RKTUPHHK-HA Tahun 2017 skala 1 : 50.000 dan Peta 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000. 

5. 2.1.1.b  

Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa 

PTSumalindo Lestari Jaya IV memiliki  Peta RKTUPHHK-

HA tahun 2017 dan tahun 2018 yang memuat areal-areal 

yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar 

dengan jelas pada peta yaitu berupa : 

- Buffer Zone Hutan Lindung 

- Zona Konservasi 

- Sempadan Sungai 

- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) 

- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 

- Petak Ukur Permanen (PUP) 

- Kebun Benih (KB) 

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya 

penandaan baik berupa plang, cat dan rintisan di 

Kawasan Lindung antara lain: 

- Kebun Benih pada koordinat N 020 11’ 40,80” E 1160 

49’ 55,70” 

- Sempadan Sungai Lesam pada koordinat N 020 11’ 

29,24” E 1160 48’ 48,05” 

- Sempadan Sungai Kehling pada koordinat N 020 51’ 

13,70” E 1160 51’ 13,70” 

- Buffer Zone Gunung Kujo pada koordinat N 020 13’ 

11” E 1160 49’ 18”. 
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No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/ 

blok RKT/petak RTT yang jelas di 

peta dan terbukti di lapangan 

 

M  Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PTSumalindo 

Lestari Jaya IV tahun 2017 dengan Skala 1 : 50.000 

dan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PTSumalindo 

Lestari Jaya IV tahun 2018 dengan Skala 1 : 50.000 

telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan 

yang disahkan dengan stempel perusahaan 

 Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap batas-

batas blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan 

penandaan batas-batas blok tebangan dengan jelas 

dan sesuai dengan peta.Di lapangan dijumpai 

adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA 

Tahun 2017 dan Tahun 2018. 

7. 2.2.1.a 

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

 

M  Terdapat Revisi DokumenRKUPHHK-HAPT 

Sumalindo Lestari Jaya IV berbasis IHMB untuk  

jangkawaktu10 tahun(2013–2022)sesuaiSKNomor 

SK.888/Menlhk-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016  

tanggal03Maret 2016 dilampiri dengan Peta skala 1 

: 50.000 yang telah disetujui olehDirektur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

atasnamaMenteriKehutanan ditandatangani 

dandistempel tanggal 03 Maret 2016. 

 Revisi RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

dikarenakan adanya perubahan tata ruang yang 

tertuang dalam peta penunjukan kawaan hutan 

sesuai SK Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-

II/2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi 

Kalimantan TImur dan Kalimantan Utara yang 

menyebabkan luasan areal efektif menjadi berubah. 

8. 2.2.1.b.  

Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada 

areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan 

hutan tanaman industri. 

NA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV merupakan pemegang Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 

(IUPHHK-HA) yang menerapkan sistem silvikultur 

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sehingga tidak 

menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan 

Buatan (THPB) yang diizinkan untuk pembangunan 

hutan tanaman industri (IUPHHK-HT). 

 

PRINSIP 3 

No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

9. 3.1.1. Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M  PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan 

petugas pembuat LHP atas nama Joni Dama No.Reg. 

00924-13/PKB-R/XX/2012 dan Saikul Bakrul Amin No. 

Reg. 01697-13/PKB-R/XX/2014 masih berlaku. Selama 
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No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

periode audit PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah 

membuat/ menerbitkan LHP pada RKT 2017 sebanyak 

18 set dengan volume sebesar 27.584,04 m3 dan 

pada RKT 2018 (s/d April 2018) sebanyak 2 

setdengan volume sebesar4.813,06 m3 yaitu dengan 

rincian seperti berikut : 

 

 

 Berdasarkan dokumen LMKB 1 tahun terakhir 

diketahui bahwa terdapat Berita Acara Pemakaian 

Sendiri Stock Kayu Bulat pada RKT 2016 dan RKT 

2017 dengan jumlah 11 set dengan volume 1.165,95 

m3 

 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock 

kayu yang berada di TPK Antara Km. 0 pada koordinat 

N 02º 11’ 16,7” dan E 117º 07’ 19,8” menunjukkan 

kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau 

perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% 

yaitu sebesar 1,11 %. 

10. 3.1.2. Surat keterangan sahnya 

hasil hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri primer 

dan/atau penampung kayu 

terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer 

hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar. 

M  PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan TPK 

Hutan melalui Penilaian dan Penetapan Keberadaan 

TPK Hutan pada RKT 2017 berdasarkan SK Direksi 

No.340/ SLJ/Kpts/AS/SMD/XII/2016 tanggal 26 

Desember 2016 ; 

 Lokasi TPK Hutan pada RKT Tahun 2018 disahkan 

bersamaan dengan Buku RKT Tahun 2018 dan lokasi 

TPK Hutan masih sama dengan lokasi TPK Hutan 

sebelumnya/ tidak terdapat perubahan lokasi ; 

 PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan TPK 

Antara melalui melalui SK Direksi No. 

005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/III/2017 tanggal 29 Maret 

2017. 

 Selama periode audit, PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang 

sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri 
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Verifier 
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dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan 

untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : 

- TPK Hutan Km 35 menuju TPK Antara 1 Km 0 

dengan menggunakan alat angkut logging truck 

yaitu sebanyak 537 set dokumen SKSHHK terdiri 

atas 4.501 batang dengan volume sebesar 

23.944,22 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL 

PKB atas nama Djoni Harto dengan Register Nomor 

00925-13/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada 

saat penerbitan dokumen SKSHHK. 

- TPK Antara 1Km 0 menuju TPK Antara 2 

Labanandengan menggunakan alat angkut Rakit 

dan/atau Tongkang yaitu sebanyak 13 set dokumen 

SKSHHK terdiri atas 3.859 batang dengan volume 

sebesar 21.123,37 m3 yang diterbitkan oleh GANIS 

PHPL PKB atas nama Abdul Jabbardengan Register 

Nomor 01284-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku 

pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. 

- TPK Antara 1Km 0 menuju TPK Industri 

(Pejualan)dengan menggunakan alat angkut 

Tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen SKSHHK 

terdiri atas 921 batang dengan volume sebesar 

4.295,71 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB 

atas nama Abdul Jabbardengan Register Nomor 

01284-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada 

saat penerbitan dokumen SKSHHK. 

- TPK Antara 2Labanan menuju TPK Industri 

(Pejualan)dengan menggunakan alat angkut 

Tongkang yaitu sebanyak 9 set dokumen SKSHHK 

terdiri atas 4.546 batang dengan volume sebesar 

24.692,67 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL 

PKB atas nama Royke Kindangen dengan Register 

Nomor 01195-13/PKB-R/XX/2013dan masih berlaku 

pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. 

11. 3.1.3.a. Tanda-tanda 

PUHH/barcode pada kayu bulat 

dari pemegang IUPHHK-HA  bisa 

dilacak balak 

M  Berdasarkan pengecekan di lapangan pada Petak 

Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 

2018, TPn, TPK Hutan KM 35, dan TPK Antara KM 0 

serta penjelasan petugas TUK Djoni Harto dapat 

diketahui terdapat penandaan berupa : 

1. Label ekolin warna merah (ditempel saat kegiatan 

ITSP) menempel pada tunggak kayu dan bontos 

kayu berisi informasi identitas kayu diantaranya : 

a. Nama Perusahaan  

b. Tahun RKT 

c. Nomor Petak 

d. Nomor Pohon 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 65 dari 73 
 

No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

e. Jenis pohon 

f. Diameter 

2. Label warna hijau pada kayu bulat terdapat 

identitas berupa terbuat dari plastik yang 

menempel di bagian bontos kayu. Label ini hanya 

dipasang pada batang kayu PT Sumalindo Lestari 

Jaya IV di Wilayah Kabupaten Berau. Pada label 

identitas tersebut ditulis mengenai:  

a. Nama Perusahaan  

b. Nomor urut batang yang ditebang  

c. Nomor petak dan nomor pohon  

d. Jenis pohon / kayu  

e. Panjang 

f. Diameter rata-rata  

3. Label warna kuning label id barcode pada 

ditempelkan di bontos kayu. Semua batang kayu 

ditempel barcode warna kuning terdapat logo 

Tanda V-Legal dan nomor sertifikat PHPL PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV. 

 Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, 

diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari 

tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK  lansiran 

dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri. 

12. 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh pemegang 

izin. 

M  PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SOP 

Pengukuran, Penentuan Kualita dan Penandaan Kayu 

(SOP No. LOG-03/P-01-01 tanggal 30 Januari 2015) 

dan SOP Lacak Balak/ Chain Of Custody (SOP No. 

LOG-03/P-02-02 tanggal 03 Februari 2016) yang 

disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil 

hutan kayu. 

 Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV dan dituangkan ke dalam 

SOP tersebut. Dengan demikian, diketahui bahwaPT 

Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki sistem yang 

memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana 

telah dilakukan pada verifier 3.1.3.a.  

13. 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki arsip dokumen 

SKSHHK yangdilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) 

dalam pengangkutan kayu keluar dari TPn/TPK Hutan ke 

TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun 

arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : 

- Dari TPK Hutan Km 35 menuju TPK Antara 1 Km 0 

dengan menggunakan alat angkut logging truck yaitu 

sebanyak 537 set dokumen SKSHHK terdiri atas 4.501 
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batang dengan volume sebesar 23.944,22 m3 yang 

diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Djoni 

Harto dengan Register Nomor 00925-13/PKB-

R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan 

dokumen SKSHHK. 

- Dari TPK Antara 1 Km 0 menuju TPK Antara 2 

Labanan dengan menggunakan alat angkut Rakit 

dan/atau Tongkang yaitu sebanyak 13 set dokumen 

SKSHHK terdiri atas 3.859 batang dengan volume 

sebesar 21.123,37 m3 yang diterbitkan oleh GANIS 

PHPL PKB atas nama Abdul Jabbar dengan Register 

Nomor 01284-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku 

pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. 

- Dari TPK Antara 1 Km 0 menuju TPK Industri 

(Pejualan) dengan menggunakan alat angkut 

Tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen SKSHHK 

terdiri atas 921 batang dengan volume sebesar 

4.295,71 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB 

atas nama Abdul Jabbar dengan Register Nomor 

01284-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada 

saat penerbitan dokumen SKSHHK. 

- Dari TPK Antara 2 Labanan menuju TPK Industri 

(Pejualan) dengan menggunakan alat angkut 

Tongkang yaitu sebanyak 9 set dokumen SKSHHK 

terdiri atas 4.546 batang dengan volume sebesar 

24.692,67 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB 

atas nama Royke Kindangen dengan Register Nomor 

01195-13/PKB-R/XX/2013dan masih berlaku pada saat 

penerbitan dokumen SKSHHK. 

14. 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) DR dan/atau 

PSDH telah diterbitkan 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen SPP SI 

PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari 

SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan 

LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total 

SPP yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut : 

a) SPP atas LHP pada RKT Tahun 2017 

- DR sebesar US$ 448.094,01 

- PSDH sebesar Rp 2.044.002.070 

b) SPP atas LHP pada RKT Tahun 2018 

- DR sebesar US$ 78.871,61 

- PSDH sebesar Rp 384.159.560 

15. 3.2.1.b. Bukti setor DR dan/ atau 

PSDH 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan 

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode 

billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP 

dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening 

yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan.  Adapun 
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rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai 

dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit 

sebesar : 

a) SPP atas LHP pada RKT Tahun 2017 

- DR sebesar US$ 448.094,01 

- PSDH sebesar Rp 2.044.002.070 

b) SPP atas LHP pada RKT Tahun 2018 

- DR sebesar US$ 78.871,61 

- PSDH sebesar Rp 384.159.560 

16. 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas hutan alam (termasuk 

hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan pelunasan 

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan 

dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang 

tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang 

berlaku untuk wilayah Kalimantan. 

17. 3.3.1. Dokumen PKAPT M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV perihal keberadaan 

dokumen pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau 

Terdaftar (PKAPT) adalah terdapat lembar surat 

pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar 

(PKAPT) atas nama PT SLJ Global Tbk (Group). 

Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki 

dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar 

Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Nomor: 55/SIPT/PKAPT/03/2018, tanggal 16 Maret 2018 

dengan diakuinya PT Sumalindo Lestari Jaya IV sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 

17.01.1.00052 dengan masa berlaku sampai dengan 16 

Maret 2023. 

18. 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

M Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama 

periode audit dapat diketahui bahwa PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV telah melakukan penjualan kayu keluar 

pulau kalimantan dengan menggunakan kapal 

pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat Persetujuan 

Berlayar (Port Clearence) yang digunakan untuk 

mengangkut kayu hasil produksi PT. Sumalindo Lestari 

Jaya. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut 

dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah 

memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera 

indonesia. 

19. 3.4.1. Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai ketentuan 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah membubuhkan Tanda 

V-Legal pada setiap dokumen SKSHHK dan DKB yang 

menjadi lampiran dokumen angkutan yang menyertai 
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pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara 

dengan tujuan Industri. 

Di samping itu pada batang kayu log juga terdapat 

Barcode dari SIPUHH Online yang mencantumkan Tanda 

V-Legal dengan kode Sertifikat PHPL PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV yaitu 001.PHPL.019-IDN.06.13. 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

No. 
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Verifier 
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20. 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

M  PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen 

Laporan Analisis Dampak Lingkungan atas nama PT. 

Madyakara Pacifik Raya yang disusun tahun 1991 

oleh konsultan PT. Indica Dharma Consulting Services 

dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan Nomor 105/DJ-VI/PA/92 

tanggal 9 Januari 1992. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV memperoleh 

perpanjangan sesuai dengan SK IUPHHK-HA dari 

Menteri Kehutanan Nomor SK.582/Menhut-II/2009 

tanggal 2 Oktober 2009 seluas ± 63.550 Ha yang 

merupakan perubahan dari PT. Madyakara Pacific 

Raya sehingga dokumen AMDAL yang digunakan 

mengacu kepada AMDAL PT. Madyakara Pacific 

Raya.  

 Pada dokumen AMDAL ini disebutkan bahwa 

prakiraan dampak yang mungkin timbul akibat 

pengelolaan hutannya adalah meliputi Aspek Fisik 

Kimia, Aspek Biologi, Sosial Ekonomi, Budaya dan 

Kesehatan Masyarakat. 

 Selanjutnya PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki 

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 

dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 

Dokumen RKL dan RPL yang disusun sendiri oleh PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV yang sekaligus sebagai 

penanggungjawab dan pemrakarsa kegiatan 

pengelolaan lingkungan yang direncanakan.  

Penyusunan ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 

1994 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal 

dengan surat nomor 85/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 11 

Agustus 1994 dan ditandatangani oleh Direktur 

Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam 

dan distempel. 

21. 4.1.2.a. DokumenRKL dan RPL M PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Dokumen 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 69 dari 73 
 

No. 
Nomor & Judul 

Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen RKL dan RPL 

yang disusun sendiri oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

yang sekaligus sebagai penanggungjawab dan 

pemrakarsa kegiatan pengelolaan lingkungan yang 

direncanakan.  Penyusunan ini dilaksanakan pada bulan 

Juni tahun 1994 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat 

Amdal dengan surat nomor 85/DJ-VI/AMDAL/1994 

tanggal 11 Agustus 1994 dan ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian 

Alam dan distempel. 

22. 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen 

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan periode 3 bulanan (triwulan) yaitu Triwulan 

II, III dan IV Tahun 2017. Laporan tersebut telah 

disampaikan/ dilaporkan kepada Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Timur serta terdapat tanda terima 

dokumen dari instansi tersebut bukti bahwa dokumen 

telah diterima. 

Selama periode audit (April 2017 s/d Maret 2018) 

terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : 

a) Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan 

lindung Sempadan Sungai Lesam berupa rintisan 

dan plang yang berada pada koordinat N 020 11’ 

29,24” E 1160 48’ 48,05” ; 

b) Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan 

lindung Sempadan Sungai Kehling berupa rintisan 

dan plang yang berada pada koordinat N 020 51’ 

13,70” E 1160 51’ 13,70” ; 

c) Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan 

lindung Buffer Zone Gunung Kujo berupa plang yang 

berada pada koordinat N 020 13’ 11” E 1160 49’ 18” ; 

d) Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara api 

di areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang 

berada pada koordinat N 02009’ 16” E 1160 44’ 41” ; 

e) Pengukuran Erosi dan Sedimentasi jalan sarad RKT 

2017 yang berada pada koordinat N 02010’ 44” E 

116050’ 33” ; 

f) Terdapat kegiatan Pengukuran curah hujan 

menggunakan alat ombrometer yang berada di 

basecamp Km 35 ;  

g) Pemasangan plang himbauan dilarang berburu ; 

h) Pemasangan plang himbauan dilarang membakar 

hutan. 
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23. 5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3 M  PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SOP yang 

lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang berjumlah 12 (dua belas) 

dokumen, yaitu seperti berikut : 

 

 Terdapat Struktur Organisasi P2K3 dan SK Kepala 

Divisi tentang Pengukuhan Pengurus  P2K3 No. 

004/SLJ/LD/II/2018 yang ditetapkan di Loa Janan 

pada tanggal 01 Februari 2018. 

 TerdapatStruktur Organisasi Satuan Petugas 

Pemadam Kebakaran Hutan (SATGASDAMKARHUT) 

PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang ditandatangani 

oleh Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas nama 

Rudy Gunawan dan berlaku efektif sejak tanggal 01 

Februari 2018. 

24. 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3 M Terdapat Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri 

(APD) No. 010/SLJ-IV/GNS/II/2017 tanggal 02 Februari 

2017 yang dibuat oleh Site Manager (Edy Muhammad). 

Adapun APD yang dibagikan seperti sepatu safety, helm, 

rompi, kacamata, ear muff, chainsaw chaps, sarung 

tangan dan masker. 

Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai Sarana dan 

Prasarana K3 yang berada di Basecamp Site Gunung 

Sari, yaitu berupa : 

1. Terdapat peralatan damkarhut manual berupa pompa, 

pompa gendong/knapsack, garuk, kampak, sarung 

tangan, topi keras, gepyokan, dll  
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2. Tersedia Kotak P3K yang terdiri atas obat-obatan 

dalam kondisi baik (belum kadaluarsa) dan telah 

didistribusikan di bangunan kantor, dapur, workshop, 

dan mess. 

3. Tersedia APAR yang telah didistribusikan di bangunan 

kantor, dapur, workshop, mess dengan kondisi baik/ 

masih berfungsi. 

4. Terdapat peralatan Alat Pelindung Diri seperti helm, 

sepatu boots dan rompi. 

5. Terdapat sarana kesehatan berupa Klinik dengan 

petugas kesehatan (Mantri) yang berada di Basecamp 

Km 35. 

25. 5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja M PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki laporan 

kecelakaan kerja yang tergabung dalam Laporan 

Triwulan (II, III dan IV Tahun 2017) Kegiatan P2K3 dan 

Kecelakaan Kerja. Laporan tersebut telah disampaikan 

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti tanda 

terima dokumen dari Disnakertrans. Dari laporan tersebut 

diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL 

di lingkungan kerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV. 

26. 5.2.1. Serikat pekerja atau 

kebijakan perusahaan (auditee) 

yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja 

 

M Karyawan dan Pekerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah 

membentuk Serikat Pekerja berupa Serikat Pekerja 

Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) 

Bisnis Unit Logging. Kepengurusan Kahutindo PT 

Sumalindo Lestari Jaya IV menginduk kepada 

Kepengurusan SP Kahutindo PT SLJ Global yang 

berkedudukan di Samarinda. 

KepengurusanSP Kahutindo telah disahkan oleh Direktur 

PT SLJ Global Tbk sesuai dengan SK. Direktur 

No.105/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2017 tanggal 03 April 2017 

tentang Pengukuhan Pimpinan SP Kahutindo Bisnis Unit 

Logging. 

27. 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB 

atau PP 

M  PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani 

antara Manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan 

Indonesia (KAHUTINDO) PT Sumalindo Lestari Jaya IV 

menginduk kepada Kepengurusan SP Kahutindo PT 

SLJ Global Tbk 

 Dokumen PKB periode 2016-2018 PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV telah disetujui/disahkan oleh Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi 

Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/1595/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan masa 

berlakunya sampai  30  April 2018. 
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 Sebelum berakhirnya dokumen PKB, PT Sumalindo 

Lestari Jaya IV dalam hal ini group (PT SLJ Global 

Tbk) telah mengajukan pendaftaran/ perpanjangan 

PKB kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 

No. 148/SLJ/HRDS-IR/SMD/III/2018 tanggal 23 Maret 

2018. 

28. 5.2.3. Pekerja yang masih dibawah 

umur 

 

M PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak mempekerjakan 

karyawan dibawah umur. Karyawan termuda bernama 

Yustinus Lamcin yang lahir pada tanggal 18 Juni 1998, 

jabatan sebagai Wakar dan pada saat audit berusia 19 

tahun 10 bulan. 
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A. ASPEKPRASYARAT
1. lndikator 1.1 83 0A Baik 3 3
2. lndikator 1.2 78% Sedang 2 3
3. lndikator 1.3 100 0a Baik 3 3

.4. lndikator 1.4 83% Baik 3 3
5. lndikator 1.5 90% Baik 3 3

B. ASPEK PRODUKSI
1. lndikator 2.1 78% Sedang 2 3
2. lndikator 2.2 83 0A Baik 3 3
3. lndikator 2.3 90 0A Baik 3 3
4. lndikator 2.4 90% Baik 3 3
5. lndikator 2.5 100 0h Baik 3 3

6. lndikator 2.6 90 o/o Baik 3 3

c. ASPEK EKOLOGI
1 lndikator 3.1 100 % Baik 3 3
2. lndikator 3.2 75 0A Sedang 2 3
3. lndikator 3.3 72 o/o Sedang 2 3
4. lndikator 3.4 100 % Baik 3 3
5. lndikator 3.5 78% Sedang 2 3

6. lndikator 3.6 89% Baik 3 3

D. ASPEKSOSIAL
1. lndikator 4.1 95 o/o Baik 3 3
2. lndikator 4.2 93 0A Baik 3 3
3. lndikator 4.3 96% Baik 3 3
4. lndikator 4.4 83% Baik 3 3
5. lndikator 4.5 75% Sedang 2 3

JUMI.AH a60 66

NilaiKineria PHPL ..e^ k 90,91% (Baik)
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